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ABSTRAK 
SITI SHOFIAH. E0011301. STUDI TENTANG PENUNDAAN EKSEKUSI 
DENGAN ALASAN PERMOHONAN PENGAJUAN PENINJAUAN 
KEMBALI DALAM PERKARA PERDATA (STUDI DI PENGADILAN 
NEGERI SURAKARTA) 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum 
(Skripsi).2015. 
Penulisan ini bertujuan untuk 
mengetahuimengenaipenundaaneksekusidenganalasanpermohonanPeninjauanKe
mbalidalamperkaraperdata di PengadilanNegeri Surakarta. 
Penelitian 
initermasukjenispenelitianhukumempirisbersifatdeskriptifdenganmenggunakanpe
ndekatankualitatif. Sumber data berasaldarisumber data primer dansumber data 
sekunder, sumber data primer yaituhasilwawancaradenganHakim Pengadilan 
Negeri Surakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri yaitu Mion Ginting, 
S.H,sumber data sekunder meliputi: berkas perkara Nomor: 
30/Pdt.G/2009/PN.Ska, Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg, Nomor: 1274 K/Pdt/2010, 
buku, dokumen, literatur, peraturan perundang-undangandan sumber tertulis 
lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan 
yakniPermohonan Peninjauan Kembali pada prinsipnya tidak dapat 
menangguhkan eksekusi, akan tetapi dalam kasusyang telah diteliti oleh penulis 
dapat menangguhkan eksekusi atau permohonan Peninjauan Kembali yang 
termasuk dapat menunda eksekusi yaitu perkara yang telah diajukan oleh 
Penggugat sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan 
tetapi, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tidak menjalankan isi putusan tersebut 
dengan alasan adanya permohonan penundaan eksekusi oleh 
TergugatdanTergugatjugamengajukanpermohonanPeninjauanKembali. 
Dengandemikian, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menunda eksekusi dengan 
alasan permohonan Peninjuan Kembali. Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri 
Surakarta yaitu adanya novum yang dijadikan alasan untuk mengajukan 
permohonan Peninjauan Kembali.Akibat hukum yang timbul, yaitu akibat bagi 
para pihak dan akibat yuridis. Akibat bagi para pihak, yang pertama akibat bagi 
Tergugat yaitu jika eksekusi ditunda sedangkan objek sengketa masih dikuasai 
Tergugat maka objek sengketa tersebut tidak bisa dijadikan objek sengketa dalam 
perkara lain. Kemudian, akibat bagi Penggugat yaitu Penggugat yang dinyatakan 
sebagai pemilik sah sebagian objek sengketa tidak bisa memiliki dan menikmati 
haknya terhadap objek sengketa tersebut. Akibat yuridisnya yaitu terhadap 
pengawasan objek sengketa selama masih dikuasai bahwa bilamana Pengadilan 
Negeri meletakkan sita jaminan, maka pengawasannya terikat di dalam sita 
jaminan tersebut dan sita jaminan tersebut diserahkan atau didaftarkan di kantor 
Pertanahan kalau bersertifikat dan di kantor Kelurahan kalau belum bersertifikat. 
Kata Kunci:PenundaanEksekusi, PeninjauanKembali. 
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ABSTRACT 
SITI SHOFIAH. E0011301. A STUDY ON EXECUTION DELAY WITH 
THE REASON OF APPLICATION FOR JUDICIAL REVIEW IN CIVIL 
CASE (A STUDY ON SURAKARTA DISTRICT COURT) 
Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University. Thesis. 2015 
This research aimed to find out the execution delay with the reason of 
Application for Judicial Review in civil case in Surakarta District Court. 
This study was an empirical law research that was descriptive in nature 
using qualitative approach. Data source included primary and secondary ones; 
primary data source was collected by interviewing the Judge of Surakarta District 
Court designated by Chairperson of District Court, Mion Ginting, S.H, while 
secondary data included case document Number: 30/Pdt.G/2009/PN.Ska, Number 
347/Pdt/2009/PT.Smg, Number: 1274 K/Pdt/2010, book, document, literature, 
legislation and other written source relevant to the problem studied.  
Considering the result of research and discussion, the following conclusion 
could be drawn. The application for Judicial Review was in principle could not 
delay execution, but in the case studied by author it could delay the execution, the 
case filed by Plaintiff, until the decision had fixed law power. However, the 
chairperson of Surakarta District Court did not implement the content of verdict 
with the reason that there was an application for judicial review by the accused 
and the accused filed an application for Judicial Review. Thus, the chairperson of 
Surakarta District Court delayed the execution with the reason of novum to apply 
for Judicial Review. The legal consequence occurring included the consequence to 
the parties and juridical consequence. The consequence to the parties included: 
firstly, to the Accused, when the execution was delayed while the object of 
dispute was still mastered by the Accused, the object of dispute could not be an 
object of dispute in other case. Then, the consequence to the Plaintiff was that the 
Plaintiff stated as the legal owner of some of disputed object did not have and 
enjoyed his/her right to the disputed object. The juridical consequence was the one 
to supervision over disputed object still mastered so far that when District Court 
put collateral confiscation, the supervision was bond to the collateral confiscation 
and the collateral confiscation was submitted or registered in Land Affairs Office 
when it had had title deed and in Kelurahan Office when it had not had it. 
Keywords: Execution Delay, Judicial Review   
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MOTTO 
 
“Man jadda wajada : siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mendapatkan” 
 
“Allah akanmeninggikan orang-orang yang berimandiantarakamudan orang-
orang yang diberiilmupengetahuanbeberapaderajat” 
(Al-Mujadilah:11) 
 
“Karenasesungguhnyasesudahkesulitanituakanadakemudahan” 
(QS Al-Insyirah: 5-6) 
 
„‟ Kelemahanterbesaradalahmenyerah, jalan paling 
pastimenujusuksesadalahselalumencobasekalilagi‟‟ 
(Thomas A. Edison) 
 
„‟Ilmutanpa agama adalahbuta, dan agama tanpailmuadalahlumpuh‟‟ 
(Einstein) 
 
“Barangsiapamenempuhperjalanandengantujuanuntukmenuntutilmu, niscaya 
Allah akanmemudahkanjalanke surge baginya” 
(H.R.Muslim) 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Penyelesaian sengketa, tentu tidak terlepas dari norma-norma 
hukum yang tercantum, baik dalam peraturan tertulis maupun dalam 
peraturan tidak tertulis. Lembaga pengadilan sebagai tempat harapan 
terakhir bagi para pencari keadilan, ketika para pihak dalam suatu 
perselisihan tidak dapat menyelesaikan sendiri, maka para pihak tersebut 
dapat mengajukan perkara ke pengadilan. Sebagaimana ditegaskan dalam 
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 
Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, bahwa Pengadilan Negeri 
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 
pidana dan perdata pada tingkat pertama. 
Khusus sengketa perdata jika terjadi sengketa antar pihak dan 
mereka tidak dapat menyelesaikan sendiri, maka dapat mengajukan 
penyelesaian sengketa perdata ke lembaga peradilan. Hakim dalam 
menangani perkara perdata, bertugas mencari kebenaran dari apa yang 
dikemukakan dan dituntut para pihak dan tidak boleh melebihi dari itu, 
kebenaran itu disebut dengan kebenaran formil (Abdulkadir Muhammad, 
2008: 21). Mediasi atau perdamaian adalah langkah awal yang ditempuh 
dalam menyelesaikan suatu perkara perdata.Hakim harus berusaha 
mendamaikan para pihak yang berperkara pada saat hari sidang yang telah 
ditentukan. Perkara akan diperiksa dan diputus oleh majelis Hakim bila 
upaya mediasi yang dilakukan gagal. 
Proses pemeriksaan sengketa perdata dalam sidang pengadilan 
pada hakikatnya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan 
menjatuhkan putusan pengadilan. Pemeriksaan perkara memang diakhiri 
dengan putusan, tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai 
pesoalannya, karena hal itu baru dimaksudkan untuk menetapkan 
hukumnya dari sengketa itu, untuk itu diperlukan pelaksanaan dari putusan 
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tersebut apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara 
sukarela. 
Putusan Hakim yang dapat dieksekusi adalah putusan hakim yang 
amar atau diktumnya condemnatoir, yang artinya mengandung suatu 
penghukuman. Sedangkan putusan-putusan hakim yang amar atau 
diktumnya deklaratoir atau konstitutif tidak perlu dieksekusi, karena 
begitu putusan deklaratoir atau konstitutif diucapkan, maka keadaan yang 
dinyatakan sah oleh putusan deklaratoir mulai berlaku pada saat itu juga, 
atau dalam hal putusan konstitutif, dimana keadaan baru sudah tercipta 
pada saat itu. Putusan condemnatoir bisa berupa penghukuman untuk:  
1. menyerahkan suatu barang  
2. mengosongkan sebidang tanah  
3. melakukan suatu perbuatan tertentu  
4. menghentikan suatu perbuatan tertentu  
5. membayar sejumlah uang (R. Subekti, 1997: 130)  
Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukakan oleh 
pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan 
aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena 
itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari 
keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu 
kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang 
terkandung dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglemen) atau RBG 
(Rechtsreglemen Voor de Buitengewesten) (M Yahya Harahap, 2009: 1). 
Pihak yang kalah dalam sengketa perdata dapat memanfaatkan 
celah-celah hukum, dengan mengajukan upaya hukum Banding.Masih 
terbuka pula upaya hukum Kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung 
bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan Banding.Perkara yang 
diputus pada tingkat Kasasi selalu mempunyai kekuatan hukum tetap (in 
kracht van gewijsde) dan dapat dijalankan eksekusi putusan Hakim, 
meskipun masih dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) 
yang merupakan upaya hukum luar biasa. 
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Eksekusi putusan Hakim dapat dijalankan atas permohonan pihak 
yang menang dalam perkara, apabila pihak yang kalah tidak dengan 
sukarela melaksanakan putusan Hakim. Proses eksekusi didahului dengan 
teguran (aanmaning), diikuti dengan penetapan dan pelaksanaan sita 
eksekusi, diakhiri dengan eksekusi terhadap harta kekayaan pihak yang 
kalah. Eksekusi dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua 
Pengadilan Negeri.Eksekusi putusan Hakim terkadang mengalami 
berbagai hambatan.Bentuk hambatan eksekusi salah satunya adanya 
permohonan Peninjauan Kembali oleh pihak yang kalah yang 
mengakibatkan adanya penundaan eksekusi. 
Penundaan eksekusi dapat dituangkan dalam bentuk penetapan 
(beschikking). Penetapan (beschikking) dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri, yang dapat berisi penolakan atau pengabulan permintaan 
penangguhan eksekusi.Praktik dalam peradilan, Ketua Pengadilan Negeri 
mengeluarkan penetapan apabila permohonan penundaan dikabulkan. 
Permohonan penundaan eksekusi yang ditolak, Ketua Pengadilan Negeri 
mengeluarkan surat korespondensi. Penegakan sistem peradilan yang baik, 
maka sudah seharusnya penolakan pun harus dituangkan dalam bentuk 
penetapan yang memuat pertimbangan alasan penolakan.Dasar alasan 
pertimbangan penangguhan diberikan agar supaya pihak pemohon 
eksekusi mengetahui landasan hukum penundaan yang bersangkutan (M 
Yahya Harahap, 2009: 333). 
Salah satu alasan penundaan eksekusi adalah penundaan eksekusi 
dengan alasan permohonan Peninjauan Kembali. Dalam Pasal 66 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 
menyebutkan bahwa “Permohonan Peninjauan Kembali tidak 
menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan”. 
Tidak semua permohonan Peninjauan Kembali otomatis menunda atau 
menghentikan eksekusi. Hanya permohonan Peninjauan Kembali yang 
4 
 
 
 
sangat mendasar yang dapat dijadikan alasan untuk menunda atau 
menghentikan eksekusi. Peninjauan Kembali dapat dianggap sungguh-
sungguh dan mendasar apabila alasan yang diajukan: 
1. benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan 
dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung; 
2. Alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang 
jelas dan sempurna; 
3. Dapat diduga mejelis hakum yang akan memeriksa Peninjauan 
Kembali besar kemungkinan akan mengabulkannya (M Yahya 
Harahap, 2009: 325) 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik pada sebuah kasus 
yang terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta. Kasus ini berawal dari 
perkara gugatan yang diajukan oleh Gereja Kristen Jawa Margoyudan 
sebagai Penggugat melawan Yayasan Perguruan Tinggi Tunas 
Pembangunan Surakarta sebagai Tergugat mengenai eksekusi terhadap 
objek sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. D.I Panjaitan 
No.26-28 Kalurahan tabelan Surakarta. Pengadilan Negeri Surakarta telah 
memutus perkara tersebut Nomor: 30/Pdt.G/2009/PN.Ska. Terhadap 
putusan tersebut pihak yang kalah atau Tergugat mengajukan upaya 
hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Semarang, sampai ada putusan 
Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg.  Karena merasa pihak yang kalah atau 
Tergugat belum merasa bahwa pihak yang dikalahkan kemudian 
mengajukan upaya hukum Kasasi, sampai ada putusan Nomor: 1274 
K/Pdt/2010. 
Pihak yang kalah atau Tergugat mengajukan permohonan 
Peninjauan Kembali terhadap putusan tersebut.Sebagai pihak yang 
menang, maka Penggugat mengajukan permohonan eksekusi terhadap 
objek sengketa tersebut. Adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh 
Penggugat maka keluar Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri 
Surakarta yang memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk 
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memanggil pihak yang kalah atau Tergugat untuk datang menghadap 
dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta guna diberi teguran 
(aanmaning) dengan waktu yang telah ditentukan. Teguran (aanmaning) 
ke 1 (satu), bahwa pihak Tergugat tidak datang menghadap Ketua 
Pengadilan Negeri.Sampai teguran (aanmaning) yang ke 2 (dua), pihak 
Tergugat diwakili Advokatnya hadir dan datang menghadap Ketua 
Pengadilan Negeri dan meminta untuk merundingkan dengan Penggugat 
mengenai eksekusi objek sengketa tersebut dan mohon pelaksanaan 
eksekusi perkara tersebut ditunda. Dengan demikian sampai penelitian ini 
telah dilaksanakan, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menunda eksekusi 
tersebut dengan alasan adanya permohonan Peninjauan Kembali yang 
diajukan oleh Tergugat. 
Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk 
menyajikan penulisan hukum dengan judul “STUDI TENTANG 
PENUNDAAN EKSEKUSI DENGAN ALASAN PERMOHONAN 
PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA 
PERDATA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 
dalam penelitian ini penulis merumuskan ke dalam dua pokok 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Apa pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri dalam menentukan 
penundaan eksekusi jika perkara tersebut masih diajukan Peninjauan 
Kembali ? 
2. Bagaimana akibat hukum jika eksekusi ditunda dengan alasan 
Permohonan Peninjauan Kembali ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian diperlukan karena terikat dengan perumusan 
masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. Tujuan Penelitian akan 
memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penulis mempunyai 
tujuan yang dicapai baik tujuan obyektif maupun tujuan subyektif. Adapun 
tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Tujuan Obyektif  
a. Untuk mengetahui pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri dalam 
menentukan penundaan eksekusi jika perkara tersebut masih 
diajukan Peninjauan Kembali. 
b. Untuk mengetahui akibat hukum jika eksekusi tiidunda dengan 
alasan permohonan Peninjauan Kembali. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan untuk 
menyusun skripsi guna memenuhi persyaratan dalam mencapai 
gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
b. Untuk menambah, memperluas, dan mengembangkan pengetahuan 
serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek di 
lapangan hukum. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
terutama dalam bidang ilmu pengetahuan yang terkait, baik manfaat 
teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang penulis harapkan 
dalam penelitian ini antara lain: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum 
pada umunya dan ilmu hukum acara perdata pada khusunya. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah 
dibidang hukum tentang penundaan eksekusi dengan alasan 
permohonan pengajuan Peninjauan Kembali. 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola piker dinamis 
serta pengembangan ilmu pengetahuan penulis dalam menerapkan 
ilmu yang diperoleh. 
b. Memberi jawaban atas masalah yang diteliti oleh penulis mengenai 
penundaan eksekusi dengan alasan permohonan pengajuan 
Peninjauan Kembali. 
E. Metode Penelitian 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan 
konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 
sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti 
tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu 
(Soerjono Soekanto, 2010: 42). 
Berdasarkan uraian diatas, maka metode penulisan yang digunakan 
penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah jenis 
penelitian hukum empiris.Pada penelitian hukum empiris yang diteliti 
pada awalnya data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan 
penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat 
(Soerjono Soekanto, 2010: 52). Dalam hal ini penulis akan mengkaji 
pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dalam menentukan 
penundaan eksekusi serta akibat hukum jika eksekusi ditunda dengan 
alasan permohonan Peninjauan Kembali. 
2. Sifat Penelitian 
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 Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau 
gejala-gejala lainnya, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-
teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono 
Soekanto, 2010: 10). 
3. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 
yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 
motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara 
deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 
ilmiah (Lexy J.Maleong, 2007: 6). 
4. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh 
dan melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian hukum 
ini.Penelitian hukum ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri 
Surakarta karena Putusan yang dibaca oleh Penulis mengenai 
Penundaan Eksekusi diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri 
Surakarta. 
5. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
 Penelitian secara umum biasanya dibedakan antara data yang 
diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. 
Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer 
atau data dasar, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan 
kepustakaan diberi nama data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010: 51). 
Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun 
penelitian hukum ini yaitu: 
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a. Data Primer 
  Data primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung 
dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh 
melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau 
juga bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang 
pertama (Soerjono Soekanto, 2010: 12).Data Primer dalam 
penelitian ini adalah keterangan dari hasil wawancara dengan 
Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang ditunjuk oleh Ketua 
Pengadilan Negeri yaitu Mion Ginting, S.H. 
b. Data Sekunder 
  Data sekunder adalah data yang didapat dari keterangan 
atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak 
langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-
buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan (Soerjono 
Soekanto, 2010: 12). Data sekunder dalam penelitian ini adalah 
data pendukung dari data primer yang diperoleh secara tidak 
langsung melalui bahan kepustakaan, meliputi: berkas perkara 
Nomor: 30/Pdt.G/2009/PN.Ska, Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg, 
Nomor: 1274 K/Pdt/2010, buku, dokumen, literatur, peraturan 
perundang-undangandan sumber tertulis lainnya yang sesuai 
dengan masalah yang diteliti. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat 
pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, 
pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono 
Soekanto, 2010: 21).  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
yaitu: 
 
a. Wawancara 
 Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari 
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responden baik itu dengan tatap muka maupun tidak (H.B. Sutopo, 
2006: 190).Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara secara terpimpin, yaitu wawancara dilakukan 
berdasarkan pedoman-pedoman dan pertanyaan-pertanyaan yang 
telah dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara (H.B. Sutopo, 
2006: 193).Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkompeten 
di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Hakim Pengadilan Negeri 
Surakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri yaitu Mion 
Ginting, S.H. 
b. Studi dokumen atau bahan pustaka 
  Studi dokumen atau bahan pustaka yaitu proses 
pengumpulan data yang berupa data-data tertulis yang diperoleh 
dari berbagai literatur, meliputi buku-buku, peraturan perundang-
undangan, surat kabar, makalah, dan internet yang berkaitan 
dengan permasalahan yang ditulis (Soerjono Soekanto, 2010:12).  
  Penulis mengumpulka n, mempelajari, dan mengkaji data 
berupa artikel-artikel internet, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen,  
buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan 
pustaka lainnya yang berbentu data tertulis yang memiliki 
keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
7. Teknik Analisa Data 
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
model analisis interaktif (interactive model of analysis) dengan 
menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh 
dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, 
asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi 
kepustakaan.Dalam teknik analisis ini terdapat tiga komponen utama, 
antara lain (H.B. Sutopo, 2006: 113-116): 
a. Reduksi Data 
  Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yang 
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal 
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yang tidak pentingdan mengatur data sedemikian rupa sehingga 
kesimpulan penelitian dapat dilakukan. 
b. Penyajian Data 
   Penyajian data merupakan rangkaian informasi yang 
memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang 
akan dilakukan. Selain berbentuk sajian dengan kalimat, sajian data 
dapat ditampilkan dengan berbagai jenis gambar, kaitan kegiatan, 
dan tabel. 
c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 
 Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu 
proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan perlu diverifikasi 
agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. 
Apabila simpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan 
data dalam reduksi maupun sajian datanya, maka wajib kembali 
melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk 
mencari pendukung simpulan yang telah dikembangkan dan juga 
sebagai usaha bagi pendalaman data. 
Model analisis interaktif dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Skema Model Analisis Interaktif (H.B.Sutopo, 2006: 
120). 
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F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum disajikan guna memberikan 
gambaran secara keseluruhan mengenai pembahasan yang akan 
dirumuskan sesuai dengan kaidah atau aturan baku penulisan hukum. 
Adapun sitematika penulisan hukum (skripsi) terdiri dari empat bab 
dimana setiap bab berbagi dalam beberpa sub-sub bagian yang 
dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruahan 
hasil penelitian dalam penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan 
hukum ini adalah sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULAN 
A. Latar Belakang 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian  
D. Manfaat Penelitian  
E. Metode Penelitian 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Putusan Hakim dalam Perkara 
Perdata 
2. Tinjauan tentang Upaya Hukum 
3. Tinjauan tentang Alasan Pengajuan Peninjauan 
Kembali 
4. Tinjauan tentang Eksekusi 
5. Tinjauan tentang Alasan Penundaan Eksekusi 
B. Kerangka Pemikiran 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
13 
 
 
 
Pada bab ini penulis meguraikan hasil penelitian yang 
dihasilkan    dari proses menjawab rumusan masalah yang 
menjadi dasar penulis dalam melakukan penulisan hukum 
yang kemudian disusun sebagai berikut: 
A. Hasil Penelitian 
B. Pembahasan 
1. Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri dalam 
menentukan penundaan atau pelaksanaan 
eksekusi jika perkara tersebut masih diajukan 
Peninjauan Kembali. 
2. Akibat hukum jika eksekusi ditunda dengan 
alasan permohonan Peninjauan Kembali. 
BAB IV : PENUTUP 
Pada bab ini, penulis menguraikan jawaban dari rumusan 
masalah yang penulis buat disertai dengan saran dari 
penulis berkaitan dengan permasalahan dalam rumusan 
masalah. Adapun sistematika pada bab ini adalah: 
A. Simpulan 
B. Saran 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Putusan Hakim dalam Perkara Perdata 
a. Putusan Hakim 
Putusan harus mengandung nilai keadilan.Keadilan oleh 
Aristoteles dibagi menjadi dua macam, yakni keadilan distributif 
dan keadilan komulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang 
memberikan kepada setiap orang bagian menurut jatahnya, 
sementara keadilan komulatif memberikan jatah kepada setiap 
orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa 
perseorangan (Sudikno Mertokusumo, 2009: 4). Sehingga Hakim 
sejatinya dalam menciptakan keadilan bertugas menjalankan 
perintah undang-undang yang berdasarkan asas legalitas 
(rechtsbewegung) dan berupaya menemukan hukum atau menggali 
hukum sedalam-dalamnya (rechtsvinding) agar rasa keadilan 
melalui putusannya itu dapat tercapain. Hakim berupaya 
mengkonkritisasi hukum yang ada dalam undang-undang yang 
masih bersifat abstrak dan berlaku umum. Rechtsvinding atau 
penemuan hukum bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan oleh 
Hakim tetapi memang adalah kewajiban Hakim untuk menemukan 
hukum agar keadilan dapat dicapai. Penemuan hukum menurut 
Van Eikama Hommes adalah sebagai proses pembentukan hukum 
oleh Hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas 
melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang 
konkrit. Ini merupakan proses konkritisi dan individualisasi hukum 
yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit (Sudikno 
Mertokusumo, 2009: 4). 
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Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim 
sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan 
di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan 
suatu perkara atau sengketa antara pihak.Bukan hanya yang 
diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan 
yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan 
Hakim di persidangan (Sudikno Mertokusumo, 2009: 212). Dalam 
putusan yang bersifat perdata, pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 
187 ayat (2) RBG mewajibkan para Hakim untuk mengadili semua 
tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Hakim 
dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut 
sebagaimana tersebut dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 
ayat (3) RBG. 
b. Kekuatan Putusan Hakim 
Putusan mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu 
kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan 
eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. 
1) Kekuatan Mengikat (Bindende Kracht) 
 Pasal 1917 KUHPerdata menyebutkan bahwa kekuatan 
mengikat daripada putusan itu terbatas pada pokok putusan 
(onderwerp van het vonnis). Untuk dapat mengajukan 
tangkisan bahwa sautu putusan mempunyai kekuatan mengikat 
dan dapat diterima oleh Hakim maka perkara tersebut haruslah 
menyangkut hal yang sama dan alasan yang sama (identitas 
persoalan hukum harus sama) serta pihak sama dana dalam 
hubungan yang sama pula (Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 
2007: 223-224). 
2) Kekuatan Pembuktian (Bewijzende Kracht) 
 Dituangkan putusan dala bentuk tertulis, yang 
merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat 
digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin 
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diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau 
pelaksanaannya. Sekalipun putusan tidak mempunyai kekuatan 
mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan 
pembuktian terhadap pihak ketiga.Adapun kekuatan 
pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan 
Hakim (Sudikno Mertokusumo, 2009: 220-221). 
3) Kekuatan Eksekutorial (Executoriale Kracht) 
Suatu putusan dimaksud untuk menyelesaikan suatu 
persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. 
Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau 
hukumnya untuk kemudian direalisir, maka putusan Hakim 
mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk 
dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam ptusan itu secara 
paksa oleh alat-alat negara. Persyaratan bagi semua putusan 
pengadilan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial adalah 
dengan mencantumkan kapala di bagian atasnya yang berbunyi: 
“Demi Keadilan Berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 
(Sudikno Mertokusumo, 2009: 220-221). 
c. Jenis Putusan Hakim 
Putusan pengadilan diatur dalam pasal 185 HIR/ Pasal 196 
RBg, Pasal 46-68 Rv. Menurut HIR/ RBg putusan pengadilan 
dapat dibedakan atas dua macam, yaitu putusan akhir dan putusan 
bukan akhir. 
1) Putusan Bukan Akhir (Putusan Sela) 
Putusan yang bukan putusan akhir lazim disebut dengan 
istilah putusan sela, putusan antara, atau interlocutoir vonnis. 
Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan itu masih dalam 
proses pemeriksaan perkara yang belum mengakhiri perkara, 
melainkan hanya dimaksudkan untuk memperlancar perkara 
menuju kepada pengambilan keputusan akhir. 
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 Menurut Sarwono (2011: 297), pada dasarnya putusan sela 
dapat berupa: 
a) Putusan preparation, yaitu putusan sela sebagai persiapan 
putusan akhir yang tidak berpengaruh terhadap pokok 
perkara atau putusan akhir. 
b) Putusan Interlocutoir, yaitu bentuk khusus putusan sela 
yang isinya memerintahkan pembuktian. 
c) Putusan Insidentil, yaitu putusan sela yang berkaitan 
dengan insiden, yaitu  peristiwa yang untuk sementara 
waktu menghentikan pemeriksaan yang tidak berkaitan 
dengan pokok perkara. 
d) Putusan Provisi, yaitu putusan sela yang berisi tindakan 
sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai 
pokok perkara. Dengan demikian, putusan provisi tidak 
boleh mengenai pokok perkara hanya terbatas mengenai 
tindakan sementara yang melarang melanjutkan suatu 
kegiatan. 
2) Putusan Akhir 
Putusan akhir yang disebut dengan istilah ein vonnis atau 
final judgment, adalah putusan yang mengakhiri perkara 
persidangan. Putusan akhir dapat diklarifikasikan menjadi 3 
(tiga) macam (Sarwono, 2011: 295-296), antara lain: 
a) Ditinjau dari isi, putusan dapat berupa: 
(1) Putusan tidsak menerima, yaitu putusan Hakim yang 
mengakhiri perkara yang menyatakan bahwa Hakum 
tidak menerima gugatan penggugat karena gugatan 
tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil 
maupun materiil. 
(2) Putusan menolak gugatan Penggugat, yaitu putusan 
Hakim setelah semua tahap pemeriksaan yang ternyata 
dalil-dalilnya tidak terbukti. 
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(3) Putusan mengabulkan gugatan dapat dibedakan atas: 
(a) Mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menolak/ 
tidak menerima selebihnya, putusan Hakum 
mengakhiri perkara karena dalil gugatan ada yang 
terbukti dan ada yang tidak terbukti atau tidak 
memenuhi syarat, terhadap dalil gugat yang terbukti 
tuntutannya dikabulkan, dalil gugat yang tidak 
terbukti tuntutannya ditolak, dan dalil gugat yang 
tidak memenuhi syarat diputus tidak diterima. 
(b) Mengabulkan gugatan seluruhnya, putusan Hakim 
yang dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah 
terpenuhi dan semua dalil-dalil yang mendukung 
petitum terbukti. 
b) Ditinjau dari segi sifatnya, putusan dapat berupa berikut ini: 
(1) Putusan condemnatoir, yaitu putusan yang bersifat 
menghukum salah satu pihak untuk melakukan atau 
menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan. Jadi putusan 
ini hanya menerangkan dan menegaskan suatu keadaan 
hukum. Amarnya berbunyi “menghukum dan 
seterusnya”. 
(2) Putusan declaratoir, yaitu putusan yang hanya 
menyatakan suatu keadaan atau menguatkan suatu fakta 
hukum tertentu. 
(3) Putusan konstitutif, yaitu putusan yang meniadakan atau 
menciptakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum 
baru yang berbeda dengan keadaan sebelumnya, 
c) Ditinjau berdasarkan factor ketidakhadiran tanpa alasan 
yang sah, sebelum tahap akhir dari tahap-tahap 
pemeriksaan, dijatuhkan putusan yang mengakhiri 
pemeriksaan, yaitu: 
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(1) Putusan gugur, yaitu putusan yang dijatuhkan Hakim 
dimana pada sidang yang ditentukan Penggugat tidak 
datang atau tidak menyuruh wakilnya, padahal telah 
dipanggil dengan patut. 
(2) Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan Hakim 
dimana Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah di 
persidangan, pafahal telah dipanggil dengan patut. 
(3) Putusan contradiktoir, putusan yang dijatuhkan salah 
satu atau kedua pihak tidak hadir di persidangan. 
2. Tinjauan tentang Upaya Hukum 
Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan undang-
undang kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melawan 
putusan hakim dengan tujuan untuk mencegah dan atau memperbaiki 
kekeliruan dalam putusan Hakim akibat adanya penemuan bukti-bukti 
atau fakta baru (Dadan Muttaqin, 2006: 71). Dalam hukum acara 
perdata dikenal adanya dua macam upaya hukum terhadap putusan 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Upaya Hukum Biasa 
Upaya hukum biasa yakni upaya hukum yang dapat 
ditempuh oleh para pihak dalam tenggang waktu yang ditentuukan 
oleh undang-undang yang bersifat menangguhkan pelaksanaan 
putusan untuk sementara, kecuali bila putusan tersebut dijatuhkan 
dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar 
bij vorraad) (Dadan Muttaqin, 2006: 72).Yang termasuk dalam 
upaya hukum biasa adalah perlawanan (verzet), banding, dan 
kasasi. 
1) Perlawanan (verzet) 
Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan 
yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat.Pada dasarnya 
perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada 
umumnya) dikalahkan (Sudikno Mertokusumo, 2009: 224). 
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2) Banding 
Banding adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh 
pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri, atas 
permohonan pihak yang berkepentingan.Pada kenyataannya, 
pihak yang berkepentingan tersebut selalu berada pada pihak 
yang kalah perkara dalam putusan pengadilan negeri sebagai 
pengadilan tingkat pertama.Pihak yang kalah perkara itu 
mungkin pihak penggugat atau mungkin pihak 
tergugat.Pemeriksaan perkara banding oleh pengadilan tinggi 
pada dasarnya dilakukan terhadap berkas dokumen-dokumen 
Pengadilan Negeri (Abdulkadir Muhammad, 2008: 181). 
3) Kasasi 
Dalam melakukan kasasi, Mahkamah Agung bukan 
peradilan tingkat tertinggi sebab yang dikasasi itu adalah 
putusan tingkat tertinggi.Kasasi hanya meliputi bagian 
hukumnya, tidak mengenai peristiwa. Hakim kasasi bukan 
hakim yang memeriksa peristiwa ( judex facti). Permohonan 
kasasi dapat di ajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya 
telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan 
oleh undang-undang.Permohan kasasi dapat dilakukan hanya 
satu kali (Abdulkadir Muhammad, 2008: 206-207). 
b. Upaya Hukum Luar Biasa 
Upaya hukum luar biasa yakni terjadinya perlawanan dari 
pihak ketiga, upaya ini merupakan upaya hukum yang ditempuh 
terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap dalam hal tertantu yang disebutkan dalam undang-
undang.Termasuk upaya hukum luar biasa adalah perlawanan 
pihak ketiga (Derden Verzet) danPeninjauan Kembali (M. Nur 
Said, 2003: 61). 
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1) Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) 
Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet)  merupakan 
suatu perlawanan terhadap putusan dilakukan oleh pihak ketiga 
yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara, akan tetapi 
karena kemudian merugikan pihaknya, lalu mengajuan derden 
verzet. Apabila perlawanan ini dikabulkan maka putusan 
pengadilan akan memperbaiki putusan sepanjang hal yang 
merugikan pihak ketiga (Lilik Mulyadi, 1996: 97). 
2) Peninjauan Kembali 
Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
1982 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980, 
istilah yang digunakan Request Civiel. Dengan berlakunya 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung, istilah Request Civiel diganti dengan istilah 
bahasa Indonesia, yaitu Peninjauan Kembali. Walaupun 
putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
bahkan telah selesai dilaksanakan, masih ada kemungkinan 
untuk melakukan Peninjauan Kembali apabila ternyata ada 
alasan untuk itu dan dirasakan tidak adil jika terus berpegang 
pada putusan semacam itu.Peninjauan kembali bukanlah 
menghilangkan kepastian hukum putusan pengadilan, 
melainkan justru untuk mempertahankan keadilan itu sendiri 
dan memberikan kepastian hukum pada perbuatan yang 
adil.Peninjauan kembali hanya bersifat insidental, tidak terus 
menerus terhadap setiap putusan yang berkekuatan hukum 
tetap.Oleh karena itu, undang-undang mengatur alasan-alasan 
perkara perdata yang sudah diputus dan memperoleh kekuatan 
hukum tetap, yang dapat diajukan permohonan Peninjauan 
Kembali (Abdulkadir Muhammad, 2008: 219). 
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Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat kasasi dan 
putusan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat (verstek) serta 
yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan 
perlawanan, dapat ditinjau kembali atas permohonan orang 
yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang 
telah diputus dapat dimintakan peninjauan kembali (Pasal 385 
RV). Untuk itu request civil yang diatur dalam Pasal 385-401 
RV, tidak lain adalah peninjauan kembali suatu putusan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Iin Fatimah, 
2013: 43-44). 
Peninjauan Kembali diatur dalam Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.Terhadap 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan 
Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat 
hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-
undang.Yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu’’ 
adalah ditemukannya bukti baru (novum) atau adanya 
kekhilafan/kekliruan hakim dalam menerapkan 
hukumnya.Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat 
dilakukan Peninjauan Kembali (Abdulkadir Muhammad, 2008: 
219). 
Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan baik 
secara tertulis maupun lisan oleh para pihak sendiri kepada 
Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri yang memutus 
perkara dalam tingkat pertama.Permohonan Peninjauan 
Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan 
putusan pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus 
serta hanya dapat diajukan hanya satu kali saja.Mahkamah 
Agung memutus permohonan Peninjuan Kembali pada tingkat 
pertama dan terakhir (Sudikno Mertokusumo, 2009: 236). 
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a) Tata cara mengajukan Peninjauan Kembali (Abdulkadir 
Muhammad, 2008: 223-224): 
(1) Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh 
Pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua 
Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu pada 
tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang 
diperlukan. Mahkamah Agung memutus permohonan 
Peninjauan Kembali pada tingkat pertama dan terakhir. 
(2) Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh 
pemohon secara tertulis dengan menyatakan sejelas-
jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu 
dan dimasukkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang 
memutus perkara pada tingkat pertama. Jika pemohon 
tidak dapat menulis dapat menguraikan permohonannya 
secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang 
memutus perkara pada tingkat pertama atau hakim yang 
ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri yang akan 
membuat catatan tentang permohonan tersebut. 
(3) Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus pada 
tingkat pertama menerima permohonan Peninjauan 
Kembali, panitera berkewajiban untuk selambat-
lambatnya dalam waktu 14 hari memberikan atau 
mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada 
pihak lawan. 
(4) Tenggang waktu mengajukan permintaan Peninjauan 
Kembali harus diajukan dalam tenggang waktu 180 hari 
sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan 
dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung. 
b) Berdasar pada ketentuan diatas dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
24 
 
 
 
(1) Semua jenis putusan pengadilan diatur dengan undang-
undang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
dapat dimintakan Peninjauan Kembali. 
(2) Peninjauan Kembali dapat dilakukan apabila ada 
alasan-alasan dan menurut prosedur yang diatur dengan 
undang-undang. 
(3) Peninjauan Kembali dapat dimintakan oleh pihak yang 
berkepentingan (dalam perkara perdata Penggugat, 
tergugat, ahli waris penggugat/tergugat) kepada 
Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
(4) Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau 
menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dam 
hanya dapat diajukan satu kali. 
c) Pemeriksaan dan putusan Peninjauan Kembali 
 Mahkamah Agung memeriksa permohonan 
Peninjauan Kembali lengkap dengan berkas perkara yang 
diterimanya dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara 
pada tingkat pertama.Mahkamah Agung memeriksa dan 
memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang 
hakim.Mahkamah Agung berwenang memerintahkan 
pengadilan negeri yang memeriksa perkara pada tingkat 
pertama atau pengadilan tingkat banding mengadakan 
pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan 
serta pertimbangan dari pengadilan yang dimaksud.Setelah 
melaksanakan perintah Mahkamah Agung tersebut, 
Pengadilan Negeri atau pengadilan tingkat banding yang 
bersangkutan segera mengirimkan berita acara pemeriksaan 
tambahan serta pertimbangannya kepada Mahkamah 
Agung. 
 Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan 
permohonan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung 
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membatalkan putusan yang dimohonkan Peninjauan 
Kembali  tersebut dan selanjutnya memeriksa serta 
memutus sendiri perkaranya. Mahkamah Agung menolak 
permohonan Peninjauan Kembali dalam hal Mahkamah 
Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak 
beralasan.Setiap putusan Mahkamah Agung mengenai 
Peninjauan Kembali disertai pertimbangan-petimbangan. 
 Setelah memberikan putusan atas permohonan 
Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung mengirimkan 
salinan putusan tersebut kepada pengadilan negeri yang 
memutus pada tingkat pertama.Selanjutnya, panitera 
pengadilan negeri yang bersangkutan menyampaikan 
salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan 
putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan 
salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. 
Akibat hukum putusan Peninjauan Kembali adalah sebagai 
berikut (Abdulkadir Muhammad, 2008: 226): 
(1) Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali 
dibatalkan. 
(2) Putusan yang sudah dilaksanakan wajib dipulihkan 
kembali. 
(3) Putusan Peninjauan Kembali memperkayayurisprudensi 
hukum perdata Indonesia sebagai sumber hukum. 
3. Tinjauan tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali 
 Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar 
biasa.Tenggang waktu permohonan peninjauan kembali diajukan 
umumnya 180 hari. Di dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut: 
26 
 
 
 
Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan 
alasan-alasan sebagai berikut: 
a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu 
muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus 
atau didasarkan pada buktibukti yang kemudian oleh hakim pidana 
dinyatakan palsu; 
Mengenai Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan ini tenggang 
waktunya selama 180 hari sejak diketahui adanya kebohongan, tipu 
muslihat atau sejak putusan Hakim pidana telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap (Pasal 69 ayat a Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1985). 
b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang 
bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat 
ditemukan; 
Mengenai tenggang waktu Peninjauan Kembali dalam hal imi 
adalag 180 hari semenjak ditemukan novum dimana hari dan 
tanggal ditemukan novum dibuat dibawah sumpah serta disahkan 
pejabat berwenang (Padal 69 ayat b Undang-undang Nomor 14 
tahun 1985). 
c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih 
dari pada yang dituntut; 
Mengenai tenggang waktu Peninjauan Kembali demikian ini, 
adalah 180 hari terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan 
hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang 
berperkara (Pasal 69 ayat c Undang-undang Nomor 14 tahun 
1985). 
d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa 
dipertimbangkan sebab-sebabnya; 
Mengenai tenggang waktu Peninjaun Kembali jenis ini adalah 
selama 180 haru terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan 
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hukum tetap, serta telah diberitahukan kepada pihak yang 
berperkara. 
e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang 
sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama 
tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan 
yang lain; 
Tergadap hal ini, maka tenggang waktu Peninjaun Kembali adalah 
180 haru sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu 
memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan telah diberitahukan 
kepada pihak berperkara (Pasal 69 ayat d Undang-undang Nomor 
14 tahun 1985). 
f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau 
suatu kekeliruan yang nyata; 
Tenggang waktu Peninjauan Kembali jenis ini adalah sejak 180 
haru terhitung putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan 
telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara (Pasal 69 huruf d 
Undang-undang Nomor 14 tahun 1985). 
Dalam praktik peradilan, pernyataan Peninjauan Kembali dapat 
diterima apabila pemohon telah lunas membayar SKUM, kemudian 
panitera membuat akta Peninjauan Kembali dan mencatat 
permohonan tersebut dalam register induk perkara perdata dan 
register perkara perdata Peninjauan Kembali.  
Kemudian setelah itu selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari, 
panitera wajib memberitahukan tentang permohonan Peninjauan 
Kembali kepada pihak lawannya, dengan memberikan/ 
mengirimkan salinan permohonan Peninjauan Kembali beserta 
alasan-alasannya kepada pihak lawan, dimana pihak lawan ini 
dalam tenggang waktu 30 hari harus sudah memberikan jawaban 
atau tanggapan atas Peninjauan Kembali tersebut dan diserahkan 
ke Paniteraan Pengadilan Negeri, kemudian oleh Pengadilan 
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Negeri dalam waktu 30 hari berkas Peninjauan Kembali berupa 
bundel A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung. 
4. Tinjauan tentang Eksekusi 
a. Pengertian Eksekusi 
Pelaksanan putusan hakim atau eksekusi ialah “realisasi 
daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi 
prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut” (Sudikno 
Mertokusumo, 2006 : 248). “Secara sederhana Muhammad Nasir 
mengartikan eksekusi sebagai pelaksanaan putusan Hakim yang 
memiliki kekuatan eksekutorial yang di laksanakan secara paksa 
apabila pihak yang kalah tidak berkenan menjalankan putusan 
secara sukarela” (Muhammad Nasir, 2003: 234). 
Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa 
menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah 
tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara 
sukarela.Jika pihak yang kalah bersedia mentaati dan memenuhi 
putusan secara sukarela, tindakan eksekusi tidak diperlukan (M 
Yahya Harahap, 2009: 11-12). 
Dapat disimpulkan eksekusi adalah pelaksanaan putusan 
hakim yang bersifat condemnatoir yang dilaksanakan secara paksa 
oleh Pengadilan Negeri melalui alat-alat negara, karena pihak yang 
kalah tidak mau melaksanakan putusan Hakim. 
b. Bentuk-bentuk Eksekusi 
Menurut M Yahya Harahap pada dasarnya ada 2 bentuk 
eksekusi ditinjau dari sarana yang hendak dicapai oleh hubungan 
hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu : 
1) Eksekusi rill adalah pelaksanaan putusan dengan 
melakukan sesuatu tindakan nyata atau “tindakan riil” yang 
dapat berupa menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan 
sebidang tanah atau rumah dan melakukan suatu perbuatan 
tertentu; 
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2) Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah pelaksanaan 
putusan dengan melakukan tindakan “pembayaran sejumlah 
uang” (M Yahya Harahap, 2009: 23). 
Sudikno Mertokusumo membagi bentuk eksekusi dalam 
tiga kelompok yaitu:  
1) Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan 
untuk membayarkan sejumlah uang. Prestasi yang 
diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Eksekusi ini 
diatur dalam pasal 196 HIR.  
2) Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk 
melakukan suatu perbuatan. Orang tidak dapat dipaksa 
untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Akan 
tetapi pihak yang dimenangkan dapat minta kepada hakim 
agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan 
uang. Eksekusi ini diatur dalam pasal 225 HIR.  
3) Eksekusi riil. Eksekusi riil merupakan pelaksanaan prestasi 
yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara 
langsung. Jadi eksekusi riil itu adalah pelaksanaan putusan 
yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila 
dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang 
bersangkutan. Dengan eksekusi riil maka yang berhaklah 
yang menerima prestasi. Prestasi yang terhutang seperti 
yang kita ketahui misalnya : pembayaran sejumlah uang, 
melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak berbuat, 
menyerahkan benda. Dengan demikian maka eksekusi 
mengenai gantirugi dan uang paksa bukan merupakan 
eksekusi riil. Eksekusi ini diatur pada pasal 1033 RV. 
(Sudikno Mertokusumo, 2006: 248). 
Dapat dikatakan hampir tidak ada perbedaan dari 
pandangan dua ahli hukum tersebut, walaupun Sudikno 
Mertokusumo membagi bentuk eksekusi menjadi tiga (3) bentuk, 
karena pada dasarnya eksekusi perintah melaksanakan suatu 
perbuatan tertentu dengan eksekusi riil adalah sama. Kedua 
eksekusi tersebut melakukan perbuatan nyata yang hasilnya sama 
apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah dalam 
sengketa perdata, sehingga secara garis besar dapat dikatakan 
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terdapat dua bentuk eksekusi yaitu eksekusi pembayaran sejumlah 
uang dan eksekusi riil. 
Perbedaan antara eksekusi pembayaran sejumlah uang 
dengan eksekusi riil adalah sebagai berikut : 
1) Eksekusi riil hanya mungkin terjadi dan diterapkan 
berdasarkan putusan pengadilan yang :  
a) Telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res 
judicata)  
b) Bersifat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij 
voorraad, provisionally enforceable)  
c) Berbentuk provisi (interlocutory injunction); dan 
d) Berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan.  
2) Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya 
didasarkan atas putusan pengadilan, tetapi dapat juga 
didasarkan atas bentuk akta tertentu yang oleh undang-
undang “disamakan” nilainnya dengan putusan yang 
memperoleh kekuatan hukum tetap antara lain terdiri 
dari :  
a) Grosse akte pengakuan utang  
b) Grosse akte hipotik  
c) Crediet verband  
d) Hak Tanggungan (HT)  
e) Jaminan Fidusia (JF) (M Yahya Harahap, 2009: 26).  
c. Asas-asas Eksekusi 
Menurut M Yahya Harahap, terdapat 4 (empat) asas dalam 
eksekusi, yaitu: 
1) Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 
a) Asas atau aturan hukum (general rules) 
 Eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah tindakan 
yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang  kalah 
dalam berpekara. Biasanya tindakan eksekusi merupakan 
masalah apabila pihak yang kalah adalah pihak 
Tergugat.Pada saat ekskusi pihak tergugat menjadi “pihak 
terkeksekusi’.Kalau pihak yang kalah dalam sengketa pihak 
penggugat, logikanya tidak ada putusan yang dieksekusi (M 
Yahya Harahap, 2009: 6). 
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 Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang 
dapat dijalankan, sehingga pada asasnya putusan yang 
dapat dieksekusi adalah : 
(1) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (res 
judicata)  
(2) Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan 
hukum tetap terkadang wujud hubungan hukum yang 
tetap (fixed) dan pasti antara pihak yang berperkara. 
(3) Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang 
berperkara sudah tetap dan pasti maka hubungan hukum 
tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak 
yang kalah. 
(4) Cara mentaati dan memenuhi hukuman tersebut yang 
ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh 
hukum tetap dapat dijalankan secara sukarela oleh pihak 
tergugat dan bila tidak mau dengan sukarela, hubungan 
hukum yang ditetapkan dalam putusan harus 
dilaksanakan dengan paksa dengan bantuan “kekuatan 
umum” (M Yahya Harahap, 2009: 7). 
 Berdasarkan Pasal 1971 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata) apabila terdapat putusan 
masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum banding 
ataupun kasasi, putusan yang bersangkutan belum 
berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini ditegaskan dalam 
Putusan MA Nomor 1043K/Sip/1971 bahwa meskipun 
salah satu pihak tergugat tidak banding atau kasasi, tetapi 
tergugat lain mengajukan banding atau kasasi, putusan 
tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Berkaitan dengan 
hal tersebut, maka putusan itu belum bersifat eksekutorial 
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baik terhadap pihak yang tidak mengajukan upaya hukum 
maupun pihak yang mengajukan upaya hukum. 
 Ditinjau dari segi yuridis, asas ini mengandung 
makna bahwa eksekusi menurut hukum acara perdata 
adalah menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum 
tetap.Cara menjalankannya secara paksa dengan bantuan 
kekuatan umum, apabila pihak yang kalah tidak memenuhi 
putusan secara sukarela (M Yahya Harahap, 2009: 8). 
b) Pengecualian terhadap asas umum 
 Ada beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan 
undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapat 
dijalankan diluar putusan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. Terhadap pengecualian tersebut, eksekusi 
dapat dijalankan sesuai dengan aturan tata cara eksekusi 
atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Bentuk pengecualian yang dimaksud menurut undang-
undang adalah sebagai berikut (M Yahya Harahap, 2009: 
9): 
(1) Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dulu 
(uitvoerbaar bij voorraad) 
 Sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 
ayat (1) RGB Hakim dapat menjatuhkan putusan yang 
memuat amar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, 
yang lazim disebut “putusan dapat dieksekusi serta 
merta”, sekalipun terhadap putusan itu dimintakan 
banding atau kasasi. 
(2) Pelaksanaan putusan provisi 
 Sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 
RBG pada kalimat terakhir mengebal “gugatan provisi 
(provisioneele eis), yakni “tuntutan lebih dahulu” yang 
bersifat sementara mendahului putusan pokok 
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perkara.Apabila Hakim mengabulkan gugatan atau 
tuntutan provisi, putusan tersebut dapat dieksekusi 
sekalipun pokok perkaranya belum diputus. 
(3) Akta perdamaian 
 Akta perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR 
atau Pasal 154 RBG.Menurut ketentuan pasal yang 
dimaksud adalah bahwa selama persidangan 
berlangsung, kedua belah pihak yang berperkara dapat 
berdamai, baik atas anjuran Hakim maupun atas inisiatif 
dan kehendak kedua belah pihak. Apabila tercapai 
perdamaian dalam persidangan maka Hakim akan 
membuat akta perdamaian dan diktum atau amarnya 
menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi akta 
perdamaian. Sifat dari akta tersebut mempunyai 
kekuatan eksekusi (excecutoriale kracht) seperti 
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
 Dalam pasal tersebut menyetarakan akta 
perdamaian sama dengan putusan pengadilan lainnya 
yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga 
apabila salah satu pihak ingkar mentaati akta 
perdamaian tersebut pihak yang berhak mengajukan 
permintaan eksekusi ke pengadilan. 
(4) Eksekusi terhadap Grosse Akta 
 Menjalankan eksekusi terhadap “grosse akta’’, 
baik grosse hipotik maupun grosse akta pengakuan 
hutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR atau 
Pasal 258 RBG.Eksekusi yang dijalankan adalah 
memenuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak dengan 
kekuatan perjanjian itu berbentuk grosse akta, karena 
dalam bentuk grosse akta melekat title eksekutorial 
sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial. 
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(5) Eksekusi atas Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia 
 Eksekusi atas hak tanggungan berdasarkan 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan dan Eksekusi atas Jaminan Fidusia 
berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang jaminan Fidusia. Terhadap kedua produk ini, 
pihak kreditor dapat langsung meminta eksekusi atas 
objek barang hak tanggungan dan jaminan fidusia 
apabila debitor melakukan wanprestasi membayar 
hutang, melalui eksekusi penjualan melalui lelang 
karena diperjanjikan klausula “kuasa menjual”. 
2) Putusan tidak dijalankan secara sukarela 
 Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi 
apabila pihak tergugat tidak bersedia mentaati dan menjalankan 
putusan secara sukarela. Keengganan tergugat menjalankan 
pemenuhan keputusan secara sukarela akan menimbulkan 
konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut 
eksekusi. Sehubungan dengan tindakan menjalankan putusan 
secara sukarela, ada beberapa hal yang perlu disinggung. 
Diantaranya menyangkut hal kepastian pemenuhan putusan 
secara sukarela itu sendiri, dan hal yang berhubungan dengan 
keuntungan menjalankan secara sukarela (M Yahya Harahap, 
2009: 12): 
a) Kepastian pemenuhan putusan secara sukarela 
  Dalam melaksanakan eksekusi, undang-undang 
hanya mengatur tentang tata cara pemenuhan putusan 
secara eksekusi. Berkaitan dengan hal tersebut 
menimbulkan perbedaan dalam praktik pelaksanaan antara 
pengadilan satu dengan lainnya.Ada sementara pengadilan 
yang tidak mau ikut campur atas pemenuhan sukarela dan 
ada pula pengadilan yang aktif ambil bagian menyelesaikan 
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administrasi yudisial atas putusan sukarela.Hal ini 
menjadikan ketidakpastian penegakan hukum. 
  Sekalipun pemenuhan putusan dilakukan tergugat 
secara sukarela semestinya Ketua Pengadilan Negeri 
melalui juru sita tetap harus ikut campur dengan membuat 
berita acara pemenuhan secara sukarela disaksikan dengan 
dua orang saksi, pembuatan berita acara itu dilakukan di 
lapangan ditempat mana pemenuhan putusan dilakukan dan 
berita acara ditandatangani oleh juru sita, para saksi dan 
para pihak. 
b) Manfaat menjalankan putusan secara sukarela 
 Manfaat dari menjalankan putusan secara sukarela 
yang jelas adalah melepaskan tergugat dari biaya eksekusi 
yang dibebankan kepadanya dan terhindar dari kerugian 
moral. Selama ini para pihak yang kalah tidak menyadari 
bahwa pada saat putusan ia dinyatakan salah dan harus 
memenuhi eksekusi, secara sadar pihak tersebut tidak mau 
menjalankan putusan secara sukarela dengan alasan emosi, 
secara tidak langsung ia menantikan upaya eksekusi secara 
paksa dengan konsekuensi harus membayar biaya eksekusi 
yang tidak disadari telah dibebankan oleh pihak yang kalah. 
3) Putusan yang dapat dieksekusi bersifat Kondemnatoir 
  Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung 
unsur penghukuman, tidak dapat dieksekusi. Sehubungan 
dengan prinsip ini, ada dua sifat yang terkandung dalam 
putusan (M Yahya Harahap, 2009:14): 
a) Putusan yang bersifat kondemnator 
 Putusan yang bersifat kondemnator adalah putusan 
yang mengandung tindakan penghukuman terhadap diri 
tergugat dan terwujud dalam perkara yang berbentuk 
kontenosa (contentiosa). 
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b) Putusan yang bersifat deklarator 
 Putusan yang bersifat deklarator, amar atau diktum 
putusan, hanya mengandung pernyataan hukum, tanpa 
dibarengi dengan penghukuman.Putusan deklartor pada 
umumnya terdapat dalam perkara berbentuk permohonan 
secara sepihak. 
4) Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua 
Pengadilan Negeri 
  Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua 
Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 195 (1) HIR atau Pasal 
206 ayat (1) RBG.Jika ada putusan yang dalam tingkat pertama 
diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, maka 
eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan 
pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. 
5. Tinjauan tentang Penundaan Eksekusi 
a. Alasan-alasan Penundaan Eksekusi 
 Mohammad Taufik Makarao dalam bukunya pokok-pokok 
hukum acara perdata menyebutkan macam-macam alasan 
penundaan eksekusi diantaranya (Mohammad Taufik Makarao, 
2004: 235-239): 
1) Alasan Perdamaian yang dibuat Para Pihak 
  Perdamaian yang dibuat para pihak dapat menunda 
eksekusi, baik perdamaian yang dibuat diluar sidang maupun 
perdamaian berdasarkan putusan pengadilan, dengan adanya 
perdamaian maka secara sukarela para pihak menaati isi 
kesepakatan perdamaian.Pihak tereksekusi secara sukarela 
melaksanakan isi kesepakatan perdamaian, sebaliknya jika 
kesepakatan perdamaian tersebut tidak ditaati atau dilanggar, 
maka secara otomatis eksekusi dapat dilaksanakan oleh 
pengadilan melalui alat-alat negaranya. 
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2) Alasan Perikemanusiaan 
  Alasan perikemanusiaan sering digunakan sebagai 
alasan permohonan penundaan eksekusi, terutama eksekusi riil 
pembongkaran, pengosongan, dan penyerahan suatu 
tempat.Sekalipun dasar perikemanusiaan dapat dijadikan alasan 
terobosan terhadap penundaan sementara eksekusi secara 
limitatif, penerapannya tidak boleh digunakan secara umum. 
3) Alasan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) 
  Salah satu syarat agar perlawanan dapat dijadikan 
sebagai alasan untuk menunda eksekusi, adalah harus diajukan 
sebelum eksekusi dijalankan.Kalau eksekusi sudah selesai 
dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk 
membatalkan eksekusi harus melalui gugata. Hal lain yang 
perlu diperhatikan bahwa penggunaan derden verzet untuk 
menunda eksekusi harus berdasarkan alasan hak milik. 
Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 195 ayat (6) HIR. Pasal 
tersebut membatasi alasan apa yang diperbolehkan untuk 
mengajukan perlawanan terhadap eksekusi, hanya didasarkan 
pada hak milik. 
4) Barang yang menjadi Obyek Eksekusi masih dalam Proses 
Perkara Lain 
 Obyek eksekusi dalam hal ini berarti disengketakan 
dalam beberapa perkara. Misalnya dalam suatu sengketa tanah, 
sudah memiliki putusan yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap dan putusan tersebut diminta untuk eksekusi, namun pada 
sengketa tanah tersebut terdapat perkara peninjauan kembali, 
tapi orangnya berada dengan yang hendak dieksekusi, maka 
Ketua Pengadilan dalam hal ini harus melihat secara kasuistis. 
Tidak bisa digeneralisasikan terhadap semua sengketa perdata, 
melainkan harus dipelajari putusan-putusan pada setiap 
sengketa perdata.Upaya yang dapat dilakukan adalah meminta 
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mempercepat penyelesaian perkara yang masih tergantung, 
dengan alasan perkara yang bersangkutan berkaitan dengan 
eksekusi yang hendak dijalankan. 
5) Penundaan Eksekusi karena adanya Peninjauan Kembali 
 Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung permohonan 
peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan 
pelaksanaan putusan pengadilan. Peninjauan kembali dalam 
prakteknya secara kasuistis dapat menunda eksekusi, yaitu 
permohonan Peninjauan Kembali yang benar-benar sesuai 
dengan salah-satu alasan yang ditentukan Pasal 67 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 
Selain itu alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau 
bukti yang jelas dan sempurna, serta dapat diduga majelis 
hakim yang akan memeriksa peninjauan kembali kemungkinan 
akan mengabulkanya. 
6) Penundaan Eksekusi Menghapuskan Uang Paksa (Dwangsom) 
 Sehubungan dengan uang paksa maka peundaan 
eksekusi menghapus uang paksa.Eksekusi riil biasanya 
dibarengi dengan uang paksa atau dwangsom.Dan memang 
uang paksa hanya dibenarkan dalam eksekusi riil, sedangkan 
pada eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak mungkin 
dibarengi uang paksa.Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku 
terhadap tindakan untuk membayar uang, karena uang paksa 
merupakan hukuman pengganti atas keingkaran mengosongkan 
atau menyerahkan barang objek eksekusi riil. 
  Alasan-alasan penundaan tersebut di atas wajib 
diperhatikan oleh para pihak dalam sengketa perdata, kuasanya 
serta Majelis Hakim. Sehingga jelas batasan yang diberikan pihak 
yang kalah dalam sengketa perdata dan kuasanya bila akan 
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mengajukan permohonan penundaan eksekusi, begitu juga dengan 
majelis Hakim, jangan sampai majelis Hakim mengabulkan 
permohonan penundaan eksekusi tersebut dengan alasan yang 
diada-adakan karena akan merusak citra keadilan bagi institusinya 
dan juga merenggut hak-hak dari pihak yang memenangkan 
sengketa perdata tersebut. 
  Aspek keadilan (fairness) seperti persamaan di depan 
hukum, standar sikap pemerintah, adalah perlu unuk memelihara 
perasaan orang yang bersengketa di pengadilan dan mencegahan 
birokrasi yang berlebihan. Tidak adanya standar tentang apa yang 
adil adalah masalah-masalah besar yang dihadapi oleh negara-
negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam jangka panjang 
ketiadaan standar tersebut menjadi sebab utama hilangnya 
legitimasi pemerintah (Leonard J. Theberge, 1980: 232). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2009/PN.Ska. 
jo. Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg. jo. 
Nomor: 1274 K/Pdt/2010 
 
Permohonan Peninjauan 
Kembali oleh pihak yang 
kalah atau Tergugat 
(Yayasan Perguruan Tinggi 
Tunas Pembangunan 
Surakarta) 
 
Permohonan Eksekusi oleh 
pihak yang menang atau 
Penggugat atau Pemohon 
Eksekusi (Gereja Kristen 
Jawa Margoyudan 
Surakarta) 
 
Teguran (aanmaning) ke 1 
kepada pihak yang kalah 
atau Tergugat atau 
Termohon Eksekusi 
(Yayasan Perguruan Tinggi 
Tunas Pembangunan 
Surakarta) 
 Teguran (aanmaning) ke 2 
kepada pihak yang kalah atau 
Tergugat atau Termohon 
Eksekusi (Yayasan 
Perguruan Tinggi Tunas 
Pembangunan Surakarta) 
 
Penetapan Eksekusi oleh 
Ketua Pengadilan Negeri 
Surakarta 
Penundaan Eksekusi 
Pertimbangan Ketua Pengadilan 
Negeri Surakarta dalam 
menentukan penundaan eksekusi 
 
Akibat Hukum Penundaan 
Eksekusi 
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Keterangan: 
Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, penulis ingin 
memberikan gambaran guna menjawab perumusan masalah dalam 
penelitian hukum ini. Dalam kerangka pemikiran tersebut, putusan Nomor: 
30/Pdt.G/2009/PN.Ska. jo. Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg. jo. Nomor: 
1274 K/Pdt/2010 oleh pihak yang kalah atau Tergugat (Yayasan Perguruan 
Tinggi Tunas Pembangunan Surakarta) mengajukan permohonan 
Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri. Dalam permohonan 
Peninjauan Kembali tersebut mengajukan bukti baru (Novum), salah satu 
bukti bukti baru tersebut berupa fotocopy gugatan perlawanan eksekusi 
oleh pihak ketiga. Sebelum diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali, 
terdapat gugatan perlawanan dari pihak ketiga dengan Putusan Nomor: 
48/Pdt.Plw/2013/PN.Ska memutuskan bahwa perlawanan terhadap objek 
sengketa dari pihak ketiga ditolak. 
Pihak yang menang atau Penggugat (Gereja Kristen Jawa 
Margoyudan) mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan 
Negeri. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan eksekusi yang 
berisi memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita pengganti untuk memanggil 
pihak yang kalah atau Tergugat untuk menghadap Ketua Pengadilan 
Negeri guna diberi teguran (aanmaning). 
Dalam berita acara teguran (aanmaning) ke 1 bahwa pihak yang 
kalah tidak hadir dan tidak datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri. 
Setelah itu, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan kepada 
Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil pihak yang kalah atau 
Tergugat untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri guna diberi teguran 
(aanmaning) yang ke 2. Dalam berita acara teguran (aanmaning) yang 
kedua bahwa pihak yang kalah diwakili Advokat datang dan hadir 
menghadap Ketua Pengadilan Negeri, dan meminta untuk merundingkan 
dengan Penggugat mengenai eksekusi objek sengketa tersebut dan mohon 
pelaksanaan eksekusi perkara tersebut ditunda. Dengan adanya 
permohonan penundaan eksekusi oleh Tergugat, Ketua Pengadilan Negeri 
42 
 
 
 
Surakarta menunda eksekusi dengan alasan permohonan Peninjauan 
Kembali. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti apa pertimbangan 
Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dalam menentukan penundaan 
eksekusi jika perkara tersebut masih diajukan Peninjauan Kembali dan 
bagaimana akibat hukum jika eksekusi ditunda dengan alasan permohonan 
Peninjauan Kembali. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta sebagai landasan 
untuk memperoleh data sesuai dengan rumusan masalah tentang 
penundaan eksekusi dengan alasan permohonan Peninjauan Kembali 
dalam perkara perdata.Penulis melakukan wawancara dengan Hakim 
Pengadilan Negeri Surakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri 
yaitu Mion Ginting, S.H serta mempelajari berkas perkara Nomor: 
30/Pdt.G/2009/PN.Ska, Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg, dan Nomor: 1274 
K/Pdt/2010. 
Sebelum membahas lebih jauh mengenai penundaan eksekusi 
dengan alasan permohonan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri 
Surakarta, maka peneliti terlebih dahulu menjabarkan data primer maupun 
data sekunder yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang 
akan dikaji. Data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dengan 
berkas perkara Nomor: 30/Pdt.G/2009/PN.Ska, Nomor: 
347/Pdt/2009/PT.Smg, dan Nomor: 1274 K/Pdt/2010. 
1. Identitas Para Pihak 
a. Tergugat/Termohon Eksekusi/Pemohon PK 
Yayasan Perguruan Tinggi Tunas Pembangunaan Surakarta, 
beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No.26 Surakarta. Dalam hal ini 
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2009 telah 
memilih tempat kediaman hukum (domisili) Kantor Kuasa 
Hukumnya yaitu: ENDAH RACHMAWATI ARYANI, S.H dan 
HERI HARTANTO , S.H.,MHum, keduanya Advokat dan 
Konsultan Hukum dari Badan Mediasi dan bantuan Hukum 
(BMBH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
yang beralamat diJalan Ir. Sutami Nomor: 36 A Surakarta. 
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b. Penggugat/Pemohon Eksekusi/Termohon PK 
Gereja Kristen Jawa Margoyudan atau Pasamuan Kristen Djawi 
Margoyudan (Pasamuan Pengutus Klasis Surakarta) beralamat di 
Jl. Monginsidi No.44 Surakarta, dalam hal ini berdasarkan surat 
kuasa khusus tertanggal 10 November 2008 telah memilih tempat 
kediaman hukum (domisili) Kantor Kuasa Hukumnya yaitu: TRI 
PUJIASTUTI, S.H , SUHARSONO,S.H , SUSIYANTI,S.H dan 
DWI ERNI NUGROHOWATI,S.H.,M.H , semuanya advokat yang 
berkantor di Gajahan No.6 RT.03 Rw.III Kecamatan Pasar Kliwon, 
Kota Surakarta. 
2. Tentang Duduk Perkaranya: 
Awal dari sengketa perdata ini bermula dari perselisihan 
mengenai kepemilikan obyek sengketa yang berupa sebidang tanah 
beserta bangunan yang terletak di Jl. D.I Panjaitan No.26-28 
Kalurahan Stabelan Surakarta seluas 2277 m
2
.Gereja Kristen Jawa 
Margoyudan atau dalam bahasaJawa disebut “Pasamuan Kristen Djawi 
Margoyudan“ yang telah berdiri sejak tanggal 30 April 1916 adalah 
lembaga Keagamaan yang bersifat Gereja yang berhak memperoleh 
atau memiliki hak-hak atas Tanah berdasarkan Undang- Undang 
Pokok Agraria. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) 
Nomor: 15 KelurahanSetabelan Surakarta atas nama Pasamuan Kristen 
Djawi Margoyudan, Penggugat adalah Pemilik Sah dariTanah dan 
bangunan yang terletak di Jl. D.I Panjaitan No.26-28 Kalurahan 
Stabelan Surakarta, berdasarkan Surat ukur No.6 tanggal 13 Februari 
1931seluas 2277 m
2
 dengan batas-batas sebagai berikut: 
a. Utara: Tanah Mangkunegaran 
b. Selatan: Jalan kampung 
c. Timur: Tanah Mangkunegaran 
d. Barat: Jl.D.I. panjaitan 
Tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut pada mulanya 
adalah Pastori (rumah tinggal Pendeta) untuk Pendeta-Pendeta utusan 
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dari Negeri Belanda yang melayani Penggugat sampai datangnya 
tentara Jepang tahun 1942.Selanjutnya obyek sengketa tersebut 
ditempati oleh Pendeta R.M.Soegimo Poerwowidagdo dan 
keluarganya. Ketika terjadi perang kemerdekaan pada tahun 1947-
1948 karena situasitidak aman di kota Solo maka Pendeta 
RM.Soegimo Poerwowidagdo dankeluarganya mengungsi ke luar kota 
dan Obyek Sengketa tersebut dijaga olehmenantunya yang bernama 
Bapak Supardi dan teman-temannya anggota TentaraPelajar TNI 
Brigade 17 Solo yang pada saat itu sedang berjuangmempertahanankan 
kota Solo. Untuk mendukung perjuangan Tentara pelajar di kota Solo 
pada waktu itu, Penggugat mengizinkan obyek sengketa tersebut 
dipakai sebagai markas Tentara Pelajar. Setelah perang kemerdekaan 
usai sekitar tahun 1950 para mantanpejuang Tentara Pelajar tersebut 
masih terus melakukan aktifitasnya di tempat yang menjadi obyek 
sengketa sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkannya lagi. 
Selanjutnyapara mantan pejuang tentara Pelajar tersebut mendirikan 
Yayasan PerguruanTinggi Tunas Pembangunan dan memfungsikan 
obyek sengketayang menjadi milik Penggugat tersebut menjadi kantor 
dan rumah tinggal para pengurusnyatanpa sepengetahuan Penggugat 
dan tanpa izin dari Penggugat. Disamping itu mereka juga tanpa hak 
menambah dan mengubah bangunan yang ada. 
Sejak tahun 1950, Penggugat sebagai pemilik sah hak atas 
tanah obyek sengketa tersebut telah meminta supaya para mantan 
Tentara Pelajar tersebut menyerahkan kembali obyek sengketa tersebut 
kepada Penggugat bahkansebagai penghargaan atas perjuangan 
Tentara Pelajar, Penggugat telah bersedia merelakan bangunan dan 
sebagian tanahnya kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak 
bersedia menyerahkannya sampai sekarang.Penggugat tetap mengurus 
status kepemilikan tanah tersebut hinggamuncul Hak Opstal 
Verpounding No.819.S.h.t tagl 26-1-1955 No. 2 atas namaPenggugat 
yang menjadi dasar dari terbitnya Sertifikat Hak Guna 
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BangunanNomor 15 Kalurahan Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota 
Surakarta atas nama Penggugat pada tanggal 16 Oktober 1970. 
Kemudian pada tanggal 22 Juli 1980 sebelum Hak Guna Bangunan 
No.15Kalurahan Stabelan ini habis masa berlakukanya menurut 
Kepres No 32 tahun1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam 
rangka pemberian hak baruatas tanah asal konvensi hak-hak Barat, 
Penggugat telah mengajukan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran 
Tanah) untuk permohonan Perpanjangan HGB tersebut ke Kantor 
Pertanahan Nasional Surakarta, akan tetapi permohonanPenggugat 
tersebut dapat diproses sampai sekarang karena pengukurannya 
dihambat oleh Tergugat. Pada tanggal 3 Juni 2003 Penggugat kembali 
mengajukan SKPT untukmengajukan Permohonan Perpanjangan Hak 
dan terbukti tanah obyek sengketatersebut masih atas nama Penggugat.  
Penggugat telah berupaya dengan berbagai jalan perundingan 
untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalan damai yang 
menguntungkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena 
Tergugat bersikeras menguasai seluruh obyek sengketa dengan 
mengabaikan sama sekali hak Penggugat sebagai pemilik sah dari 
obyek sengketa tersebut. 
Para pihak telah melalui alur proses peradilan dari gugatan 
pada tahun 2009 hingga putusan kasasi,sebagai berikut: 
a. Gugatan, Nomor : 30/Pdt.G/2009/PN.Ska 
b. Banding, Nomor : 347/Pdt/2009/PT.Smg 
c. Kasasi, Nomor : 1274 K/Pdt/2010 
Putusan kasasi Mahkamah Agung R.I tertanggal 20 Januari 
2011, Nomor: 1274 K/Pdt/2010tersebut pada akhirnya memenangkan 
Penggugat (Gereja Kristen Jawa Margoyudan) sebagai pemilik sah 
sebagian obyek sengketa, karena telah ada putusan pada tingkat kasasi, 
maka secara otamatis putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap 
dan dapat dilakukan eksekusi. Sebelum eksekusi dijalankan oleh Ketua 
Pengadilan Negeri Surakarta, Tergugat (Yayasan Perguruan Tinggi 
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Tunas Pembangunan Surakarta) mengajukan permohonan Peninjauan 
Kembali tertanggal 21 Agustus 2013,Nomor: 
398/Pdt.P.PK/2013/PN.Ska. Permohonan Peninjauan Kembali 
didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 23 Juli 2013. Dalam 
permohonan Peninjauan Kembali tersebut, Kuasa hukum Pemohon 
Peninjauan Kembali mengajukan 12 bukti baru (Novum) yang 
didapatkan dan ditemukan pada tanggal 15 Juni 2013, diantaranya: 
a. Fotocopy Surat Keterangan Domisili/Pengantar No.000/074 dari 
kelurahan Setabelan Kecamatan Barjarsari, tertanggal 14-8-2013 
atas nama Agus Harijanto; 
b. Fotocopy Surat Keterangan Domisili/Pengantar No.000/073 dari 
kelurahan Setabelan Kecamatan Barjarsari, tertanggal 14-8-2013 
atas nama R.A. Emmy Sukiatmi H. 
c. Fotocopy Surat Keterangan Domisili/Pengantar No.000/075 dari 
kelurahan Setabelan Kecamatan Barjarsari, tertanggal 14-8-2013 
atas nama Dandi Sunartadi, S.T. 
d. Fotocopy Surat Keterangan Domisili/Pengantar No.000/076 dari 
kelurahan Setabelan Kecamatan Barjarsari, tertanggal 14-8-2013 
atas nama Rr.Sri Haryati Hadi S. 
e. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan 
Bangunan Tahun 2011, 2012, dan 2013 atas nama Ny.Hartomo 
f. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan 
Bangunan Tahun 2011 atas nama Soenarso, Drs. (Cab), STTS 
tahun 2011 atas nama Soenarso, Drs. (Cab), Surat Pemberitahuan 
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama 
Soenarso, Drs. (Cab) 
g. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan 
Bangunan Tahun 2011 atas nama RM Hadi Soegono (Cab), STTS 
tahun 2011 atas nama RM Hadi Soegono (Cab), Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 
2013 atas nama RM Hadi Soegono (Cab) 
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h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Harijanto 
i. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dandi Sunartadi, S.T 
j. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RA Emmy Sukiatmi 
Harisiwi 
k. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Emon Prasetyo, Drs. 
l. Fotocopy Gugatan Perlawanan Eksekusi, Nomor: 
48/Pdt.Plw/2013/PN.Ska 
Berdasarakan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 
30/Pdt.G/2009/PN.Ska. jo. Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg. jo. Nomor: 
1274 K/Pdt/2010, Pemohon Eksekusi (Gereja Kristen Jawa 
Margoyudan) mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan 
Pengadilan / eksekusi terhadap Termohon Eksekusi (Yayasan 
Perguruan Tinggi Tunas Pembangunan Surakarta). Bahwa sampai 
diajukannya permohonan eksekusi tersebut, Termohon Eksekusi tidak 
mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, yaitu menyerahkan 
obyek sengketa yang ditetapkan sebagai milik Penggugat (Gereja 
Kristen Jawa Margoyudan) berupa tanah dan bangunan dalam keadaan 
kosong. Pemohon Eksekusi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri 
Surakarta untuk segera melaksanakan isi putusan yang sudah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan memerintahkan jurusita 
untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan obyek sengketa 
sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 15 Stabelan seluas 
1777 m
2
 yang menjadi hak Pemohon Eksekusi. 
Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, selanjutnya 
mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 1/Pen.Pdt/eks/2013/PN.Ska 
tertanggal 18 Januari 2013 berupa perintah kepada Jurusita/Jurusita 
Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memanggil 
Termohon eksekusi (Yayasan Perguruan Tinggi tunas Pembangunan 
Surakarta) untuk datang dan menghadap dihadapan Ketua Pengadilan 
Negeri Surakarta pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 guna diberi 
teguran, agar dalam waktu 8 (delapan) hari supaya memenuhi/menaati 
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bunyi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor: 
30/Pdt.G/2009/PN.Ska. 
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 
30/Pdt.G/2009/PN.Ska. jo. Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg. jo. Nomor: 
1274 K/Pdt/2010 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka 
permohonan Pemohon Eksekusi, yaitu agar putusan perkara perdata 
tersebut eksekusinya dilaksanakan cukup beralasan, baik menurut 
undang-undang maupun peraturan-peraturan hukum lainnya, karena itu 
permohonan tersebut dapat dikabulkan. Sebelum pelaksanaan eksekusi 
dijalankan, terhadap permohonan eksekusi tersebut, terlebih dahulu 
harus diberi Teguran (Aanmaning), yaitu agar melaksanakan isi 
putusan tersebut secara sukarela. 
Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, selanjutnya 
mengeluarkan teguran (aanmaning) ke 1 tertanggal 31 Januari 
2013bahwa pihak Termohon eksekusi (Yayasan Perguruan Tinggi 
tunas Pembangunan Surakarta) tidak hadir dan tidak datang 
menghadap Ketua Pengadilan Negeri. Setelah itu, Ketua Pengadilan 
Negeri memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk 
memanggil pihak Termohon eksekusi kembali untuk menghadap Ketua 
Pengadilan Negeri guna diberi teguran (aanmaning) ke 2 tertanggal 15 
Februari 2013. Dalam berita acara teguran (aanmaning) ke 2 bahwa 
pihak Termohon Eksekusi diwakili Advokatnya datang dan hadir 
menghadap Ketua Pengadilan Negeri. atas peneguran yang dilakukan 
oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Termohon Eksekusi pada 
prinsipnya akan menghormati isi putusan yang telah berkekuatan 
hukum tetap tersebut, akan tetapi pihak Termohon Eksekusi meminta 
kepada Ketua Pegadilan Negeri Surakarta agar diberi kesempatan 
untuk merundingkan dengan Pemohon Eksekusi dikarenakan letak dan 
bangunan yang menjadi hak dari Termohon eksekusi (ojek sengketa) 
lebih besar daripada belakangnya dan memanjang sehingga tidak bisa 
dipergunakan untuk kegiatan, maka dengan demikian Termohon 
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Eksekusi meminta waktu untuk melakukan perundingandan mohon 
pelaksanaan eksekusi perkara tersebut ditunda. Dengan adanya 
permohonan penundaan eksekusi oleh Termohon Eksekusi, Ketua 
Pengadilan Negeri Surakarta menunda eksekusi dengan alasan 
permohonan Peninjauan Kembali. 
3. Amar Putusan 
Gugatan, Nomor : 30/Pdt.G/2009/PN.Ska 
Dalam Eksepsi: 
Menolak eksepsi Tertugat untuk seluruhnya. 
Dalam Pokok Perkara: 
a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; 
b. Menetapkan Penggugat sebagai pemilik Sah sebagian tanah dan 
bangunan Obyek Sengketa, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan 
No.15 Kalurahan Stabelan Surakarta atas nama, Pasamauan Kristen 
Djawi Margoyudan ( Pasamuan Pengutus Klasis Surakarta ) yang 
terletak di Jl.D.I. Panjaitan No.26-28 Kalurahan Stabelan Surakarta 
seluas 1777m2 dengan batas-batas: 
Utara : Obyek Sengketa yang dimiliki Tergugat ; 
Timur : Tanah Mangkunegaran; 
Selatan : Jalan kampung; 
Barat : Jl.D.I Panjaitan; 
c. Menetapkan Tergugat sebagai pemilik Sah sebagian tanah dan 
bangunan Obyek Sengketa, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan 
No.15 Kalurahan Stabelan Surakarta atas nama, Pasamuan Kristen 
Djawi Margoudan ( Pasamuan Pengutus Klasis Surakarta) yang 
terletak di Jl. D.I. Panjaitan No.26-28 Kalurahan Stabelan 
Surakarta seluas 500 m2 dengan batas-batas: 
Utara :Tanah Mangkunegaran; 
Barat : Jl.D.I.panjaitan; 
Timur : Tanah Mangkunegaran; 
Selatan : Obyek sengketa yang dimiliki Penggugat; 
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e. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dan siapapun 
yangmemperoleh dari padanya menyerahkan obyek sengketa 
berupa Tanah danBangunan dalam keadaan kosong sebagaimana 
telah ditetapkan sebagai milikPenggugat kepada Penggugat tanpa 
syarat dan apabila diperlukan denganbantuan aparat keamanan. 
f. Menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai Subyek Hukum yang 
berhakuntuk memperpanjang hak, meningkatkan hak, menguasai 
serta, memiliki tanah dan bangunan Hak Guna Bangunan No: 15 
Kalurahan Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, 
dengan luas kepemilikan masing-masing; 
g. Menetapkan salinan Putusan ini dapat dipergunakan sebagai alas 
hak, yang dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk 
mengajukan Permohonan hak Milik atas tanah atau Perpanjangan 
Hak Guna Bangunan dan atau mengajukan permohonan 
Peningkatan hak atas nama Penggugat dan Tergugat dengan luas 
kepemilikan masing-masing di kantor Badan Pertanahan Nasional 
Surakarta; 
h. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; 
i. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya 
perkara ini sebesar Rp.516.000,- (Lima ratus enam belas ribu 
rupiah) secara tanggung renteng. 
Putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 juli 2009 dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum. 
4. Masuknya Pihak Ketiga dalam Sengketa  
Dalam sengketa ini, karena sebagian objek sengketa milik 
Penggugat (Gereja Kristen Margoyudan) ditempati oleh pihak lain atau 
pihak ketiga, maka pihak ketiga mengajukan perlawanan ke 
Pengadilan Negeri Surakarta. 
d. Nomor Putusan: 48/Pdt.Plw/2013/PN.Ska. 
e. Identitas Para Pihak: 
1) Ny. R.R. Sri Haryati Hadi Soegondo 
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2) Ny. R.A. Emmy Sukiatmi Harisiwi 
Keduanya bertempat tinggal di Jln. D.I.Panjaitan No.28 RT.002, 
RW.003, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. 
3) AGUS HARIJANTO, bertempat tinggal di Jln. D.I. Panjaitan 
No.24 RT.002. RW. 003, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota 
Surakarta. 
4) DANDI SUNARTADI, S.T, bertempat tinggal di Jln. D.I. 
Panjaitan No.26 A RT.002. RW. 003, Kel. Setabelan, Kec. 
Banjarsari, Kota Surakarta. 
  Keempatnya dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus 
tertanggal 12 Februari 2013 telah memilih domisili tetap di Kantor 
Kuasa Hukumnya, yaitu: JURIYANTO, S.H., beralamat Kantor di 
Jln. Kunir No.1 Tunggulsari RT.04, RW.16, Kel. Pajang, Kec. 
Laweyan, Kota Surakarta. 
f. Tentang duduk perkaranya: 
  Para Pelawan adalah penghuni dan masing-masing 
menempati sebagian tanah pekarangan bekas hakbarat yaitu tanah 
bekas Hak Opstal Verponding No. 819 yang terletak di Jl. 
D.I.Panjaitan No. 28, 24, 26A, RT.002, RW.003, Kel. Setabelan, 
Kec. Banjarsari,Kota Surakarta. Pada mulanya tanah yang menjadi 
objek sengketa tersebut ukuran luas dan batas-batasnya tidak jelas, 
karena belum ada Surat Ukur/ Gambar Situasi. 
  Sejak tahun 1950,bahwaPelawan I dan Pelawan II beserta 
keluarganya menempati bersama-sama , yaitu seluas ±430 m
2
, 
Pelawan IIIseluas ±350 m
2
. Dan sejak tahun 1964 Pelawan IV 
menempatinya seluas ±350 m
2
. Para Terlawan yang mengaku 
sebagai pemilik tanah Hak Barat tersebut seluas ±2.277 M2 
mengajukan gugatan terhadap Yayasan PerguruanTinggi Tunas 
Pembangunan Surakarta yang menempati bangunan Indukuntuk 
kantor seluas ±500 M2 di Jl. D.I. Panjaitan No. 26, Surakarta 
dalamperkara perdata yang telah diputus dan telah mempunyai 
53 
 
 
 
kekuatan hukumtetap, yaitu Perkara Perdata Nomor: Putusan 
Nomor: 30/Pdt.G/2009/PN.Ska. jo. Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg. 
jo. Nomor: 1274 K/Pdt/2010. Terhadap perkara perdata tersebut, 
para Terlawan tidak pernah dilibatkan sebagai pihak yang 
berperkara atau tidak pernah dilibatkan sebagai subyek Tergugat, 
oleh karena itu Para Pelawan menganggap bahwa Terlawan 
mempunyai etikat tidak baik kepada Pelawan. 
  Dengan adanya perkara perdata tersebut, Para Pelawan 
mempunyai etikat baik dan berharap kepada Terlawanuntuk 
membicarakannya secara baik-baik, namun hal tersebut tidak 
pernahterwujud, sehingga dengan adanya putusan tersebut sangat 
merugikan Para Pelawan. Senyatanya Terlawan tidak pernah 
menghuni / menempati tanahHak Barat tersebut, namun pada 
tanggal 16 Oktober 1970 telah keluarSertifikat Hak Guna 
Bangunan No. 15 Kel. Setabelan yang didasarkan ataskonversi Hak 
Opstal Verponding No. 819 tersebut. namun demikian pada tanggal 
22 Juli 1980 yaitu sebelumberakhirnya Hak Guna Bangunan No. 
15, Terlawan mengaku telahmengajukan Surat Keterangan 
Pendaftaran Tanah (SKPT) untukperpanjangan Hak Guna 
Bangunan, dan pada tanggal 3 Juni 2003 Terlawanmengaku telah 
mengajukan kembali Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), 
senyatanya sampai sekarang pihak Kantor Pertanahan Nasional 
Kota Surakarta tidak memprosesnya sampai sekarang, 
menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan tidak lagi berkewajiban 
memperpanjang Hak Guna Bangunan tersebut. 
  Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PeraturanPemerintah No.40 
Tahun 1996 tanah bekas hak barat tersebut harus kembalimenjadi 
tanah yang dikuasai oleh Negara.Para Pelawan masing-masing 
haknya terhalanguntuk mengajukan permohonan Hak atas Tanah 
Pekarangan yang ditempati tersebut, maka oleh karena itu Para 
Pelawan merasa sangat dirugikan oleh Terlawan. Yayasan 
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Perguruan Tinggi Tunas PembangunanSurakarta tersebut 
menghuni dan menempati tanah Hak Barat tersebut barusejak 
Tahun 1979 sampai sekarang yaitu menempati bangunan induk di 
atastanah Hak Barat / Hak Opstal Verponding No. 819 tersebut 
untuk Kantor Yayasan, yaitu seluas ±500 M
2
 (yang oleh Mantan 
Para PejuangKemerdekaan berkehendak dijadikan "Museum / 
Monumen Perjuangan Rakyat Sala"), dengan batas-batas: 
Sebelah utara: Tanah yang ditempati Pelawan I dan Pelawan II 
Sebelah timur: Tanah yang ditempati Pelawan III dan Pelawan IV 
Sebelah selatan: Tanah yang ditempati Pelawan III 
Sebelah barat: Jl. D.J. Panjaitan 
  Kemudian dalam amar putusan Pengadilan Negeri 
Surakarta dalamperkara No. 30 / Pdt.G / 2009 / PN.Ska. tanggal 15 
Juli, 2009 dan dikuatkanoleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang 
No. 347 / Pdt / 2009 / PT.Smg.tanggal 5 Januari 2010 dan 
kemudian dikuatkan lagi oleh putusanMahkamah Agung Republik 
Indonesia No. 1274K / Pdt j 2011 tanggal 20Januari 2011 tersebut 
di atas, Pengadilan tersebut memberi hak tanah seluas ±500 M
2
 
yang letaknya di pinggir paling utara memanjang dengan lebar 
5meter dan panjang 100 meter kepada Yayasan Perguruan Tinggi 
TunasPembangunan, yang posisinya memotong tanah yang 
ditempati olehPelawan I dan Pelawan II, adalah sangat merugikan 
bagi Pelawan I dan Pelawan II.  Karena Para Pelawan adalah 
merupakan penghuni dan menempatisebagian tanah pekarangan 
tersebut, maka Para Pelawan sangat-keberatandengan adanya 
proses permohonan eksekusi dari Terlawan berdasarkanPenetapan 
Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 18 Januari 2013 No. 
1 / PEN.PDT / EKS / 2013 /DN.SKA. (No. 30 / Pdt.G / 2009 
/PN.Ska.), dan oleh karena itu Para Pelawan mengajukan 
perlawanan / verzet, agar proses eksekusi tersebut dibatalkan 
55 
 
 
 
karena adanya alasan perlawanan sepanjang berkaitan dengan 
tanah-tanah pekarangan yang ditempati oleh Para Pelawan. 
  Pihak Terlawan telah memberikan jawaban tangkisan atas 
argument yang dikemukakan oleh para Pelawan, diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
1) Gugatan perlawanan Eksekusi Para Pelawan tidak jelas 
ataukabur (obscuur libel) karena Para Pelawan mengajukan 
gugatan inisebagai gugatan perlawanan eksekusi akan tetapi 
Para Pelawan tidakmenuntut tentang penghentian eksekusi 
dalam petitumnya, Para Pelawan justru menuntut suatu hak atas 
tanah objek perlawanan. 
2) Para Pelawan bukan subjek hukum yang berhak 
mengajukangugatan perlawanan eksekusi oleh karena Para 
Pelawan sama sekali tidak bisa menunjukkan alas hak atas 
tanah objek perlawanan ini sehingga gugatannya tidak bisa 
diterima. 
3) Objek gugatan Perlawanan Eksekusi para Pelawan tidak 
jelasoleh karena objek yang dipersoalkan Para Pelawan adalah 
Hak OpstalNo. 819 yang terletak di Jln. D.I Panjaitan Surakarta 
tanpa batas-batassementara tanah Terlawan adalah tanah Hak 
Guna Bangunan No. 15Kelurahan Stabelan seluas 2277 
M
2
dengan batas-batas dan luas yang jelas berdasarkan Surat 
Ukur No.6Tahun 1931. 
4) Gugatan perlawanan eksekusi para Pelawanprematureoleh 
karena belum ada Keputusan Pengadilan tentang penetapan 
eksekusi. 
g. Amar Putusan 
 Dalam Eksepsi: 
 Menolak Eksepsi Terlawan untukseluruhnya. 
 Dalam Pokok Perkara: 
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a. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak 
baik. 
b. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya. 
c. Menghukum Para Pelawan untuk membayarbiaya perkara 
secara tanggung renteng yanghingga saat ini ditaksir sebesar 
Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). 
B. Pembahasan 
 Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis melalui wawancara 
dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakartayang ditunjuk oleh Ketua 
Pengadilan Negeri yaitu Mion Ginting, S.H serta mempelajari berkas 
perkara perdata Nomor:830/Pdt.G/2009/PN.Ska, Nomor: 
347/Pdt/2009/PT.Smg, dan Nomor: 1274 K/Pdt/2010., maka penulis 
melakukan pembahasan sebagai berikut: 
1. Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri dalam Menentukan 
Penundaan Eksekusi jika Perkara tersebut masih Diajukan 
Peninjauan Kembali 
Perkara-perkara yang dapat diajukan Peninjauan Kembali 
hanya dapat diajukan bilamana perkara tersebut telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap.Peninjauan Kembali bukanlah menghilangkan 
kepastian hukum putusan pengadilan, melainkan justru untuk 
mempertahankan keadilan itu sendiri dan memberikan kepastian 
hukum pada perbuatan yang adil (Abdulkadir Muhammad, 2008: 219). 
Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya 
berdasar pada alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 67 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah 
Agung. Salah satu alasannya adalah apabila setelah perkara diputus, 
ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada 
waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (Novum). Novum 
adalah suatu bukti yang telah ditemukan baik itu surat maupun saksi 
57 
 
 
 
yang mana bukti tersebut pada pemeriksaan pada peradilan tingkat 
pertama, peradilan banding maupun kasasi tidak ditemukan dan 
bilamana pada saat itu diperiksa tentu Majelis Hakim mempunyai 
pertimbangan yang berbeda yang berhubungan dengan perkara (hasil 
wawancara dengan bapak Mion Ginting, S.H). 
Selain hasil wawancara dengan bapak Mion Ginting, terdapat 
referensi mengenai penundaan eksekusi.Berikut ini hal-hal yang 
mengakibatkan penundaan eksekusi (M Yahya Harahap, 2009:110-
113):  
a. Perlawanan Terhadap Eksekusi 
1) Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya 
dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga 
dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, 
HGU, hak tanggungan, hak sewa dll. 
2) Perlawanan ini pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi 
(Pasal 207 (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera 
Nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka 
eksekusi ditangguhkan, setidak-tidaknya sampai dijatuhkan 
putusan oleh Pengadilan Negeri. 
3) Terhadap putusan ini dapat dijatuhkan upaya hukum. 
b. Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) 
1) Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atas sita 
jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi 
juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya. 
2) Pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi 
dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam 
perkara antara lain pemegang hak pakai, hak guna bangunan, 
hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain. 
3) Pemegang hak tanggungan, apabila tanah dan rumah yang 
dijaminkan kepadanya dengan hak tanggungan disita, 
bedasarkan klausula yang terdapat dalam perjanjian yang 
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dibuat dengan debiturnya langsung dapat minta eksekusi 
kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala PUPN. 
4) Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat 
membuktikan bahwa ia mempunyai atas hak sebagaimana 
tersebut atas barang yang disita dan apabila ia berhasil 
membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang 
benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila 
pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari 
barang yang disita maka pelawan akan dinyatakan sebagai 
pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan 
sita akan dipertahankan. 
5) Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh istri atau suami 
terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena 
harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran 
hutang istri atau suami yang terjadi dalam perkawinan yang 
harus ditanggung bersama. 
6) Apabila harta yang disita adalah harta bawaan atau harta asal 
suami atau istri maka istri atau suami dapat mengajukan 
perlawanan pihak ketiga dan perlawanannya dapat diterima, 
kecuali: 
a) Suami istri tersebut menikah berdasarkan BW dengan 
persatuan harta atau membuat perjanjian perkawinan 
berupa persatuan hasil dan pendapatan. 
b) Suami atau istri tersebut telah ikut mendatangani surat 
perjanjian hutang, sehingga harus ikut bertanggungjawab. 
7) Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan 
pada asaanya tidak menangguhkan eksekusi. 
8) Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila 
perlawanan benar-benar beralasan, misalnya apabila sertifikat 
tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama 
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orang lain, atau dari BPKB yang diajukan, jelas terbukti bahwa 
mobil yang akan dilelang itu, sejak lama adalah milik pelawan. 
Harus diperhatikan apabila tanah atau mobil tersebut baru saja 
tercatat atas nama pelawan, karena ada kemungkinan tanah atau 
mobil itu disita, sehingga perolehan barang tersebut tidak sah. 
9) Terhadap perkara perlawanan pihak ketiga ini, Ketua Majelis 
yang memeriksa perkara tersebut, selalu harus melaporkan 
perkembangan perkara itu kepada Ketua Pengadilan Negeri, 
karena laporan tersebut diperlukan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri untuk menentukan kebijaksanaan mengenai diteruskan 
atau ditangguhkannya eksekusi yang dipimpinnya. 
10) Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, yaitu sita 
conservatoir dan sita revindicatoir, tidak diatur baik dalam 
HIR, RBg, atau Rv. Dalam praktek menurut yurisprudensi 
putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1962 No. 306 
K/Sip/1962 dalam perkara C.V. Sallas dkk. Melawan PT. 
Indonesia Far Eastern Pasific Linc, dinyatakan bahwa 
meskipun mengenai perlawanan terhadap pensitaan 
conservatoir tidak diatur secara khusus dalam HIR, menurut 
yurisprudensi perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga 
selaku pemilik barag yang disita dapat diterima, juga dalam hal 
sita conservatoir ini belum disahkan (van waarde verklaard). 
c. Penangguhan Eksekusi 
1) Eksekusi dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 
yang memimpin eksekusi. Dalam hal sangat mendesak dan 
Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan 
Negeri dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda. 
2) Dalam rangka pengawasan atas jalannya peradilan yang baik, 
Ketua Pengadilan Tinggi selaku voorpost dan Mahkamah 
Agung dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda dan di 
teruskan. Dalam hal sangat mendesak dan Ketua Pengadilan 
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Tinggi berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dapat 
memerintahkan agar eksekusi ditunda. 
3) Wewenang untuk menangguhkan eksekusi atau agar eksekusi 
diteruskan, pada puncak tertinggi, ada pada Ketua Mahkamah 
Agung. Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, 
dilaksanakan oleh Wakil Mahkamah Agung. 
Salah satu yang mengakibatkan penundaan eksekusi adanya 
penangguhan eksekusi. Penangguhan eksekusi dapat ditangguhkan 
oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi. Dalam hal 
sangat mendesak dan Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, Wakil 
Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda. 
Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mion Ginting, S.H. bahwa 
pada prinsipnya permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat 
menangguhkan eksekusi, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu 
seperti perkara yang telah diteliti oleh penulis dapat menangguhkan 
eksekusi atau permohonan Peninjauan Kembali yang termasuk dapat 
menunda eksekusi yaitu perkara yang telah diajukan oleh Penggugat 
sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan 
tetapi, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tidak menjalankan isi 
putusan tersebut dengan alasan adanya permohonan penundaan 
eksekusi oleh Termohon eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta 
menunda eksekusi dengan alasan permohonan Peninjuan 
Kembali.Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta yaitu 
adanya novum yang dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan 
Peninjauan Kembali.Karena novum yang diajukan oleh pihak 
Termohon eksekusisangat menentukan untuk dijadikan pertimbangan 
oleh Hakim Agung sehingga Ketua Pengadilan Negeri menunda 
eksekusi.Apabila yang dijadikan alasan pengajuan permohonan 
Peninjauan Kembali oleh Termohon eksekusi terdapat suatu kekhilafan 
Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan Nomor: 
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30/Pdt.G/2009/PN.Ska. jo. Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg. jo. Nomor: 
1274 K/Pdt/2010 maka Ketua Pengadilan Negeri tidak menunda 
eksekusi yang harus dijalankan dengan alasan Permohonan Peninjauan 
Kembali. 
2. Akibat Hukum jika Eksekusi Ditunda dengan Alasan Permohonan 
Peninjauan Kembali 
Akibat hukum dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak 
yang tidak berhak, adalah batal demi hukum. Akibat hukum dalam 
perkara yang telah diteliti Penulis yaitu akibat bagi para pihak dan 
akibat yuridis. Akibat bagi para pihak, yang pertama akibat bagi 
Tergugat yaitu jika eksekusi ditunda sedangkan objek sengketa masih 
dikuasai maka objek sengketa tersebut tidak bisa dijadikan objek 
sengketa dalam perkara lain. Kemudian, akibat bagi Penggugat yaitu 
penggugat yang dinyatakan sebagai pemilik sah sebagian objek 
sengketa tidak bisa memiliki dan menikmati haknya terhadap objek 
sengketa tersebut. Karena proses Peninjauan Kembali berlangsung 
sangat lama maka selama proses Peninjauan Kembali, hak Penggugat 
sebagai pemilik sebagian objek sengketa tidak terpenuhi dan merasa 
dirugikan atas kepemilikan objek sengketa tersebut. Akibat yuridisnya 
yaitu terhadap pengawasan objek sengketa selama masih dikuasai 
Tergugat bahwa bilamana Pengadilan Negeri meletakkan sita jaminan, 
maka pengawasannya terikat di dalam sita jaminan tersebut dan sita 
jaminan tersebut diserahkan atau didaftarkan di kantor Pertanahan 
kalau bersertifikat dan di kantor Kelurahan kalau belum bersertifikat. 
Sehingga dengan diletakkannya sita jaminan apapun tindakan hukum 
yang dilakukan terhadap suatu benda yang diletakkan sita jaminan 
mengakibatkan timbul suatu perbuatan melawan hukum, akibatnya 
batal demi hukum.Terhadap putusan-putusan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap, keseluruhan pelaksanaanya ada pada Ketua 
Pengadilan Negeri, kecuali terhadap putusan serta merta yang 
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diputuskan di pengadilan negeri ketika akandilaksanakan maka terlebih 
dahulu dimintakan ijin dari ketua pengadilan tinggi. Selain dari 
putusan serta merta, maka semua putusan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap yang melaksanakan eksekusi adalah ketua pengadilan 
negeri dan tidak minta persetujuan dari ketua pengadilan tinggi (Hasil 
wawancara dengan bapak Mion Ginting, S.H.). 
Dalam sengketa perdata yang telah diteliti oleh penulis, bahwa 
dalam perkara ini sampai diajukannya permohonan Peninjauan 
Kembali, objek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat sehingga 
eksekusi belum dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta 
dengan kata lain adanya penundaan eksekusi yang belum dijalankan 
oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan alasan permohonan Peninjauan 
Kembali. 
Akibat hukum dalam penundaan eksekusi dalam perkara ini 
dengan alasan permohonan Peninjauan Kembali, yaitu akibat bagi para 
pihak dan akibat yuridis.Akibat bagi para pihak, yang pertama akibat 
bagi Tergugat yaitu jika eksekusi ditunda sedangkan objek sengketa 
masih dikuasai tergugat maka objek sengketa tersebut tidak bisa 
dijadikan objek sengketa dalam perkara lain. Kemudian, akibat bagi 
Penggugat yaitu penggugat yang dinyatakan sebagai pemilik sah 
sebagian objek sengketa tidak bisa memiliki dan menikmati haknya 
terhadap objek sengketa tersebut. Karena proses Peninjauan Kembali 
berlangsung sangat lama maka selama proses Peninjauan Kembali, hak 
Penggugat sebagai pemilik sebagian objek sengketa tidak terpenuhi 
dan merasa dirugikan atas kepemilikan objek sengketa tersebut. 
Selama proses Peninjauan Kembali dan sebagian objek 
sengketa dikuasai oleh Tergugat atau yang sedang menempati objek 
sengketa, maka akibat yuridisnya yaitu terhadap pengawasan objek 
sengketa selama masih dikuasai bahwa bilamana Pengadilan Negeri 
meletakkan sita jaminan, maka pengawasannya terikat di dalam sita 
jaminan tersebut dan sita jaminan tersebut diserahkan atau didaftarkan 
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di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kalau bersertifikat dan di 
kantor Kelurahan kalau belum bersertifikat. Sehingga dengan 
diletakkannya sita jaminan apapun tindakan hukum yang dilakukan 
terhadap suatu benda yang diletakkan sita jaminan mengakibatkan 
timbul suatu perbuatan melawan hukum, akibatnya batal demi 
hukum.Dalam perkarayang telah diteliti, bahwa objek sengketa 
tersebut tanahnya belum bersertifikat, maka pengawasannya 
diserahkan di Kantor kelurahan Stabelan. 
Apabila amar putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh 
Pengadilan Negeri Surakarta yang memutus perkara pada tingkat 
pertama, akibat hukum terhadap putusan Peninjauan Kembali tersebut, 
bahwa Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dibatalkan, 
Putusan yang sudah dilaksanakan wajib dipulihkan kembali, Putusan 
Peninjauan Kembali memperkaya yurisprudensi hukum perdata 
Indonesia sebagai sumber hukum (Abdulkadir Muhammad, 2008: 
226). 
a. Pemulihan atas adanya eksekusi 
Dalam HIR/Rbg maupun KUHPerdata tidak diatur secara 
jelas permasalahan pemulihan setelah adanya eksekusi.Hal ini 
merupakan kelemahan dari ketiga peraturan tersebut, namun 
demikian dalam Pasal 1265 KUHPerdata menyatakan bahwa 
“Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, 
menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali 
pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perikatan”. 
Syarat ini tidak menangguhkan perikatan, hanyalah ia mewajibkan 
si berpiutang mengembalikan apa yang diterimanya, apabila 
peristiwa yang dimaksudkan terjadi.  
Berdasarkan Pasal 1265 KUHPerdata tersebut yang 
mengatur tentang wanprestasi, tetapi dapat diambil sebagai analogi 
sehingga hak dari yang berwenang atau pemilik sah atas barang itu 
dikembalikan ke posisi semula (Zainuddin Mappong 2010 : 282). 
64 
 
 
 
Pada hakikatnya eksekusi yang dijalankan berdasarkan putusan 
eksekusi terlebih dahulu, bukan berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu eksekusi yang 
dijalankan belum pasti, dengan demikian eksekusinya masih 
bersifat sementara, dan dipulihkan pada setiap saat apabila putusan 
semula dibatalkan oleh pengadilan di tingkat banding atau kasasi 
(M. Yahya Harahap 2009 : 266). 
Dari gambaran konstruksi hukum tersebut, jelas terjalin 
kesatuan yang tidak terpisah antara eksekusi terlebih dahulu 
dengan pemulihan kembali kepada keadaan semula (restoration to 
the original condition) merupakan satu rangkaian proses dengan 
eksekusi terlebih dahulu, sehingga pemulihannya kepada keadaan 
semula mesti langsung dan segera terhitung sejak putusan 
pembatalan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemulihan kepada 
keadaan semula “langsung dan segera” dengan tidak memerlukan 
gugatan dari pihak tergugat, tidak ubahnya seperti menjalankan 
eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap: 
1) dapat dipulihkan secara sukarela oleh pihak penggugat; atau  
2) dapat dieksekusi dengan paksa, dan jika perlu dengan bantuan 
kekuatan umum apabila penggugat tidak mau memenuhi 
pemulihan secara sukarela.  
b. Pemulihan dari pihak ketiga melalui gugatan 
Sekiranya barang objek sengketa sudah berpindah ke 
tangan pihak ketiga dengan alas hak yang sah, seperti melalui jual 
beli, hibah, dan sebagainya, dan pihak tergugat tetap menghendaki 
pemulihan barang secara fisik atau innatura, baru diperlukan 
pemulihan melalui proses gugatan. Hal itu sesuai dengan asas 
eksekusi yang menyatakan: ”Eksekusi terhadap barang yang 
dikuasai pihak ketiga harus dinyatakan tidak dapat dijalankan 
(noneksekutabel), dan kesekusinya harus melalui gugatan 
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biasa”.Penerapan yang seperti ini ditegaskan dalam putusan MA 
No. 323/K/Sip/1968:  
“Pembeli dalam lelang eksekusi harus dilindungi, apabila telah 
terjadi executie bij voorraad, sedangkan putusan pengadilan yang 
bersangkutan kemudian dibatalkan, jalan yang dapat ditempuh 
untuk mengembalikan keadaan semula adalah penuntutan 
terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan executant pada 
waktu mengajukan permohonan eksekusi”. 
c. Pemulihan atas barang yang sudah hancur 
Cara pemulihan eksekusi terlebuh dahulu bertambah rumit 
apabila barangnya sudah hancur.Misalnya, berdasarkan putusan 
eksekusi terlebih dahulu bangunan rumah sudah dibongkar rata 
dengan tanah atau kapal laut yang hendak dipulihkan sudah 
terbakar hangus. Dalam menghadapi kasus pemulihan yang tidak 
mungkin secara mutlak dipulihkan kepada keadaan semula secara 
fisik dapat ditempuh beberapa alternatif (M. Yahya Harahap 2009 : 
268-270), sebagai berikut:  
1) Alternatif pertama, menggantinya dengan barang sejenis yang 
sama nilai dan harganya dengan barang semula 
Mengganti barang semula dengan barang sejenis yang 
sama, sifat, ukuran, dan mutunya dengan barang semula. Tidak 
menjadi soal apakah hancurnya barang itu di tangan penggugat 
atau sudah di tangan pihak ketiga.Misalnya rumah yang hendak 
dipulihkan kepada keadaan semula telah hancur terbakar atau 
rata dibongkar. Pemulihannya dapat dilakukan dengan jalan 
memaksakan eksekusi kepada pihak penggugat untuk 
membangun kembali rumah yang sama besar ukurannya 
dengan rumah semula. Pembangunannya dapat dilaksanakan 
penggugat sendiri atau oleh tergugat.Jika tergugat yang 
membangunnya, semua biaya dipikulkan kepada penggugat. 
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2) Alternatif kedua, dengan ganti rugi sejumlah uang sesuai 
dengan harga pasaran pada saat pemulihan  
Alternatif membayar ganti rugi sejumlah uanglah yang 
cocok sebagai pilihan pemulihan cukup baik, karena pemulihan 
secara fisik sudah mutlak tidak mungkin.Sudah sewajarnya 
pihak yang meminta pemulihan harus sadar secara realistis 
menerima kenyataan tersebut. Untuk itu agar lebih cepat 
menikmati pemulihan haknya, adalah wajar dengan rela 
menerima uang ganti kerugian daripada sama sekali tidak 
memperoleh apa pun, namun supaya pemulihannya adil dan 
berdasarkan hukum, besarnya jumlah nilai uang pemulihan 
harus sebanding dengan nilai harga pasaran pada saat 
pemulihan dilaksanakan. Jika nilai uang ganti rugi pemulihan 
hanya didasarkan sesuai dengan harga barang pada saat 
dijalankan eksekusi terlebih dahulu, jelas merupakan 
pemerkosaan terhadap tergugat.Barangnya  sudah hancur dan 
sekian lama pula barang itu dirampas dari kekuasaannya, 
ditambah lagi dengan segala macam kerusakan dan 
tercorengnya nama baik dan reputasinya, adalah patut untuk 
menerima ganti rugi sesuai dengan harga pasaran pada saat 
pemulihan dijalankan.  
3) Alternatif ketiga, pemulihan dinyatakan tidak dapat dijalankan 
apabila tetap mutlak menuntut pemulihan secara fisik persis 
seperti keadaan semula.  
Dalam kehidupan masyarakat, ada manusia yang tidak 
realistis dan rasionalis.Orang seperti ini tidak mungkin diberi 
penjelasan dan penerangan karena kemauannya yang selalu 
ingin dipaksakan, sekalipun keinginan itu mutlak tidak 
mungkin dipenuhi.Dalam pemulihan eksekusi terlebih dahulu 
terhadap orang yang tidak mau bergeser dari tuntutannya agar 
barang dipulihkan kepada keadaan semula sekalipun barang 
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sudah tidak mungkin dipulihkan untuk diganti dengan barang 
sejenis dan tetap menolak. Dibayar dengan sejumlah uang ganti 
rugi yang besarnya sama dengan harga pasaran, juga tidak mau, 
berarti tidak memberi jalan bagi pengadilan untuk menentukan 
pilihan hukum yang dapat dijalankan.  
Untuk itu orang yang tidak menghendaki penyelesaian 
pemulihan secara hukum, berarti pemulihan tidak mungkin 
dijalankan, karena melalui pemulihan secara hukum tidak ada jalur 
yang terbuka untuk dipilih. Dalam keadaan demikian maka 
permohonan pemulihan  harus dinyatakan “tidak dapat 
dilaksanakan” (non ekskuntabel). Pernyataan non ekskuntabel patut 
diberikan kepada orang yang tidak mau mengerti keadaan dan 
pernyataan non ekskuntabel bisa berlangsung terus selama 
permohonan tidak mundur dari tuntutan secara fisik, tetapi apabila 
pemohon mengubah tuntutannya dan dapat menerima pemulihan 
berdasarkan penggantian barang atau ganti rugi, maka pernyataan 
non ekskuntabel dicabut dan bisa langsung memerintahkan 
pemulihan dijalankan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan 
pernyataan non ekskuntabel yang dikeluarkan pengadilan dalam hal 
pemohon pemulihan memaksakan pemulihan secara fisik yang 
secara mutlak tidak mungkin dipenuhi, tidak bersifat permanen, 
tetapi hanya bersifat temporer, karena pernyataan non ekskuntabel 
berakhir apabila ada kerelaan dari pemohon menerima pemulihan 
yang dapat dijalankan. 
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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di 
Pengadilan Negeri Surakarta, serta hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah dijabarkan, selanjutnya peneliti mengambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Permohonan Peninjauan Kembali pada prinsipnya tidak dapat 
menangguhkan eksekusi, akan tetapi dalam kasus yang telah diteliti 
oleh penulis dapat menangguhkan eksekusi atau permohonan 
Peninjauan Kembali yang termasuk dapat menunda eksekusi yaitu 
perkara yang telah diajukan oleh Penggugat sampai adanya putusan 
yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, Ketua Pengadilan 
Negeri Surakarta tidak menjalankan isi putusan tersebut dengan alasan 
adanya permohonan penundaan eksekusi oleh Tergugat, dan Tergugat 
juga mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Dengan 
deimikian, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menunda eksekusi 
dengan alasan permohonan Peninjuan Kembali. Pertimbangan Ketua 
Pengadilan Negeri Surakarta yaitu adanya novum yang dijadikan 
alasan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Karena 
novum yang diajukan oleh pihak Tergugat sangat menentukan untuk 
dijadikan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri dalam menentukan 
penundaan eksekusi. Apabila yang dijadikan alasan pengajuan 
permohonan Peninjauan Kembali oleh Tergugat terdapat suatu 
kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan 
Nomor: 30/Pdt.G/2009/PN.Ska. jo. Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg. jo. 
Nomor: 1274 K/Pdt/2010 maka Ketua Pengadilan Negeri tidak 
menunda eksekusi yang harus dijalankan dengan alasan Permohonan 
Peninjauan Kembali.  
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2. Akibat hukum dalam penundaan eksekusi dalam perkara ini dengan 
alasan permohonan Peninjauan Kembali, yaitu akibat bagi para pihak 
dan akibat yuridis. Akibat bagi para pihak, yang pertama akibat bagi 
Tergugat yaitu jika eksekusi ditunda sedangkan objek sengketa masih 
dikuasai Tergugat maka objek sengketa tersebut tidak bisa dijadikan 
objek sengketa dalam perkara lain. Kemudian, akibat bagi Penggugat 
yaitu Penggugat yang dinyatakan sebagai pemilik sah sebagian objek 
sengketa tidak bisa memiliki dan menikmati haknya terhadap objek 
sengketa tersebut. Karena proses Peninjauan Kembali berlangsung 
sangat lama maka selama proses Peninjauan Kembali, hak Penggugat 
sebagai pemilik sebagian objek sengketa tidak terpenuhi dan merasa 
dirugikan atas kepemilikan objek sengketa tersebut. Selama proses 
Peninjauan Kembali dan sebagian objek sengketa dikuasai oleh 
Tergugat atau yang sedang menempati objek sengketa, maka akibat 
yuridisnya yaitu terhadap pengawasan objek sengketa selama masih 
dikuasai bahwa bilamana Pengadilan Negeri meletakkan sita jaminan, 
maka pengawasannya terikat di dalam sita jaminan tersebut dan sita 
jaminan tersebut diserahkan atau didaftarkan di kantor Pertanahan 
kalau bersertifikat dan di kantor Kelurahan kalau belum bersertifikat. 
Sehingga dengan diletakkannya sita jaminan apapun tindakan hukum 
yang dilakukan terhadap suatu benda yang diletakkan sita jaminan 
mengakibatkan timbul suatu perbuatan melawan hukum, akibatnya 
batal demi hukum. Dalam perkara antara Yayasan Perguruan Tinggi 
Tunas Pembangunan Surakarta dengan Gereja Kristen Jawa 
Margoyudan Surakarta, bahwa objek sengketa tersebut Tanahnya 
belum bersertifikat, maka pengawasannya diserahkan di Kantor 
kelurahan Stabelan. Alasan Ketua Pengadilan Negeri untuk menunda 
atau tidak menunda eksekusi tidak hanya karena alasan permohonan 
Peninjauan Kembali, karena itu masih kurang menunjukkan kepastian. 
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B. Saran 
Terhadap hasil penelitian dan pembahasan tersebut, penulis ingin 
memberikan saran sebagai berikut : 
1. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van 
gewijsde), hendaknya segera dipenuhi isi putusan itu dengan sukarela 
oleh pihak yang kalah; 
2. Ketua Pengadilan Negeri sebagai pimpinan pelaksana eksekusi harus 
cermat dalam menentukan penundaan eksekusi terhadap kasus-kasus 
tertentu dengan alasan permohonan Peninjauan Kembali, karena 
dengan adanya penundaan eksekusi tersebut, Penggugat sebagai pihak 
yang berhak terhadap objek sengketa tersebut merasa dirugikan sampai 
ada putusan Peninjauan Kembali. 
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